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BAB | PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penulisan

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akibat
meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah berdampak pada seluruh dunia
termasuk Indonesia. Dampak yang terjadi mencakup risiko fisik dan risiko transisi.
Risiko fisik terlihat pada perubahan pola musiman dan kejadian cuaca ekstrem serta
bencana yang semakin sering turut berkontribusi pada kerentanan ketahanan
nasional di banyak negara® termasuk kestabilan kondisi perekonomian dan
keuangan. Bappenas memperkirakan kerugian Indonesia pada tahun 2023 akibat
risiko bencana adalah sebesar Rp112 triliun® dan akan terus meningkat hingga
menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 30%-40%3. Untuk memitigasi

risiko perubahan iklim dibutuhkan transisi dari pembangunan yang bersifat business

as usual/konvensional yang mengeksploitasi jalam menuju pembangunan yang

mempertimbangkan keberlanjutan (sustainable development goals/SDGs). Transisi
menuju SDGs harus dilakukan dalam semua aspek pembangunan termasuk dari
sektor keuangan. Hingga saat ini Kebi n sektor keuangan dan pembiayaan dari
industri jasa keuangan masih didominast sektor-sektor konvensional (proyek non-
hijau). Transisi menuju SDGs menimbulkan risiko transisi (transition risk) antara lain
pembiayaan yang dibutuhkan sangat besar. Oleh karena itu, transformasi sektor
keuangan sangat diperlukan agar‘mwthﬁ%ontribusi dalam upaya mitigasi risiko
perubahan |k||r1rﬂaﬁmé&gka paendukung keta arﬂﬁ;\ﬁs %@A
Upaya-upaya—ailigasi r13|ko perubahan ik ditakukan secara global
melalui Paris"/Agreement* yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata
global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi® dan meningkatkan
kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim menuju ketahanan

iklim dan pembangunan rendah emisi GRKS. Indonesia meratifikasi Paris

[

Network for Greening Financial System. 2019. First Comprehensive Report.

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (2020 — 2045), Bappenas, 2021

Swiss Re Institute. 2021. The Economic of Climate Change Publications.
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-
publication-economics-of-climate-change.html

United Nation Framework Convention on Climate Change. 2016. The Paris Agreement. UNFCC

United Nations Framework Convention on Climate Change. 2018a. “UNFCCC NDC Registry.” https://unfccc.int/process/the-
paris-agreement/ nationally-determined-contributions/ndc-registry.

UU No. 16 Tahun 2016, Penjelasan Umum.
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https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html

Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement atas konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Perubahan Iklim).” Undang-undang tersebut merupakan wujud
komitmen dan kontribusi Pemerintah Indonesia dalam mitigasi risiko perubahan
iklim tercermin dalam agenda SDGs.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Paris Agreement, otoritas di sektor
keuangan yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan upaya-upaya parsial atau sektoral
sebagai wujud komitmen untuk mendukung mitigasi risiko perubahan iklim antara
lain dengan menerbitkan beberapa peraturan dan roadmap. Namun peraturan dan
roadmap tersebut belum secara konkrit mampu meningkatkan porsi pembiayaan
industri jasa keuangan (IJK)2 domestik terhadap proyek-proyek hijau.

Sesuai standar internasional ISO 14064-1 yang telah diadopsi oleh Indonesia
menjadi SNI ISO 14064-1, |JK sebagal lembaga yang membiayai proyek-proyek

penghasil emisi GRK juga turui‘dihit seeara proporsional sebagai penghasil

emisi GRK®. Sebagian |JK di Indonesia telah menunjukkan peningkatan komitmen

terhadap keuangan berkelanjutan sebagaimana publikasi laporan berkelanjutan
perbankan®. Namun mengatasi ‘dam dayi risiko perubahan iklim tidak cukup
hanya komitmen. Dibutuhkan rencana™isnis dan strategi yang lebih agresif untuk
membiayai transisi menuju pembangunan yang lebih hijau atau rendah karbon.
Transisi menuju pembangunan hijau membutuhkan dana yang sangat besar.
Kemenkeu memperkirakan kebutuhaanembiayaan transisi menuju ekonomi hijau
di Indonesia_mencapai-lebih Qam%ps%dm%liun yang-terdiri._dari kebutuhan
penurunan emTé?'SlaMNl&br kehutanan, pertaM&Nr@n@é{)ﬁasi dan energi'l.
Sementara-menurut perhitungan dari International Finance Corperation'?, dalam
kurun waktu 2016-2030 dibutuhkan investasi sebesar $458 miliar (atau setara

Rp6.641 triliun) untuk mengembangkan infrastruktur dan mendorong aktivitas

" https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573, diunduh 25 April 2022

8 Di dalam sistem keuangan Indonesia, 1JK terdiri dari Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

9 IS0. 2018. ISO 14064-1. Greenhouse Gases Part 1: Specification with Guidance at the Organization Level for
Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. Second Edition. 2018-12.

10 https:/iwww.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/newsmedia/detailpressconference/2920/hadir-di-pertemuan-cop-26-ojk-
tegaskan-komitmen-dukung-keuangan-berkelanjutan

11 Kementerian Keuangan. 2018. Biennial Update Report

12 International Finance Corporation Report. 2019.
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ekonomi hijau terutama pada bidang pembangkit listrik, transportasi, bangunan dan
kegiatan rendah karbon lainnya.

Besarnya kebutuhan investasi tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada
sektor fiskal (Pemerintah) saja mengingat kemampuan APBN untuk membiayai
transisi tersebut sangat terbatas®®. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai
4,1% dari APBN dan selama 5 tahun terakhir 88% dari anggaran tersebut digunakan
untuk pembangunan infrastruktur hijau (khususnya pembangunan infrastruktur
Energi Baru dan Terbarukan/EBT). Sementara jumlah pembiayaan dari IJK
terhadap proyek-proyek hijau masih relatif rendah disebabkan keterbatasan sumber
dana dan sumber daya manusia (SDM) serta persepsi risiko yang tinggi terhadap
proyek-proyek hijaut4. Hingga tahun 2020, total penyaluran kredit perbankan dan
penerbitan surat utang (bonds) untuk tujuan proyek hijau dan SDGs baru sebesar
Rp881,2 triliun'® atau hanya 13% dari total kebutuhan investasi menurut hitungan

IFC. Oleh karena itu, otoritas sektor keuangan dan IJK diharapkan melakukan

kebijakan, regulasi dan strategi p layaan yang lebih transformatif untuk

memitigasi risiko transisi menuju pembangunan rendah karbon.
Dalam Buku Putih Pertahana donesia 2015, perubahan iklim telah
diidentifikasi sebagai salah satu man terhadap ketahanan nasional®.
Rendahnya kemampuan fiskal daa®™13K untuk membiayai transisi menuju
pembangunan rendah karbon menjadikan kemungkinan penggunaan dana dari luar
negeri menjadi tidak terelakkan!’. Penggunaan utang luar negeri yang terlalu besar
untuk membiayai pembangunan d&at mengakibatkan kerawanan seperti risiko
nilai tukar dan mde&enden& ke@e!—‘an sentgyd dapat menghambat pembangunan
ekonomi'® dan mengMetahanan nasionai teMﬁtNaQﬁJ (ﬁwg ekenomi. Oleh
karena itu;—tndonesia perlu mengubah strategi pembangufias;—poia perilaku
konsumsi dan produksi serta secara bertahap menetapkan arah pembangunan
yang memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari

ketahanan nasional.

13 https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317123355-4-323558/ri-komit-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca-apbn-
sangqup-berapa diunduh 23 April 2022

14 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e511fd2c-id/index.htmi?itemld=/content/component/e511fd2c-id#section-d1e14095

15 https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/newsmedia/detailpressconference/2920/hadir-di-pertemuan-cop-26-ojk-
tegaskan-komitmen-dukung-keuangan-berkelanjutan

16 Kementerian Pertahanan RI. 2020. "Buku Putih Pertahanan Indonesia”

17 https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317103901-4-323502/simak-jurus-ri-manfaatkan-platform-pendanaan-
perubahan-iklim

8L emhannas RI. 2022. Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional
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Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa sektor keuangan masih
menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dalam upayanya untuk
memitigasi risiko perubahan iklim dan transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
Struktur perekonomian dan komoditas ekspor utama Indonesia yang masih
mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dapat menyebabkan timbulnya
pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan seharusnya dapat dilakukan
secara simultan melalui mekanisme pembangunan ekonomi hijaul® yang
terkoordinasi. Di samping itu, mengatasi risiko perubahan iklim tidak dapat ditangani
oleh hanya satu institusi di negara ini melainkan harus ada sinergi, koordinasi dan
kolaborasi lintas sektor. Sektor keuangan sebagai salah satu elemen dalam
pembangunan berkelanjutan perlu melakukan transformasi dari sisi kebijakan dan

strategi pembiayaan untuk meningkatkan kontribusinya dalam mitigasi risiko iklim.

2.  Rumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian

Menjadikan kelestarian lingkung

an keberlanjutan sebagai prioritas dalam
kebijakan pembangunan dan praktikn I.lapangan merupakan tantangan utama
baik di tingkat sektoral maupun'kele gaan/ Masih terdapat banyak hambatan
dan kesenjangan (gap) yang harus.di | sefta upaya yang harus dilakukan untuk
memperoleh hasil dan dampak yang diinginkan. Salah satu risiko transisi menuju
pembangunan hijau adalah kebutuhan sumber pendanaan yang besar ditengah
keterbatasan ruang fiskal Pemerintah dan kemampuan sektor keuangan domestik
serta koordinasi lintas sektoral: 8W%thnjformasi pada sektor keuangan baik
dari sisi_otorit a kebijaxan dan pengatugn ma r sisi_IJK berupa
strateqi pem;fiéli{r!ii) %ghg.l’B dapat memobilisas?wﬁvlg?;g\ﬂin mengarahkan
pembangunan yang telah memperhitungkan dampak terhadap perubahan iklim.
Pertanyaan utama kajian ini adalah: bagaimana transformasi yang harus
dilakukan oleh otoritas sektor keuangan serta IJK guna memitigasi risiko perubahan
iklim dalam rangka mendukung ketahanan nasional? Pertanyaan utama tersebut

diharapkan dapat dijawab dengan menelaah beberapa permasalahan yaitu:

%Kementerian PPN/BAPPENAS. 2019. PRK: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia.
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunanrendah-karbonpergeseranparadigma-menuju-
ekonomi-hijau-di-indonesia



https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunanrendah-karbonpergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunanrendah-karbonpergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia

a. Bagaimana meningkatkan peran masing-masing komponen dalam sektor
keuangan (otoritas dan pelaku industri sektor keuangan) dalam upaya
mitigasi risiko perubahan iklim?

b. Kebijakan dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh otoritas dan
IJK agar dapat sejalan dengan upaya mitigasi risiko perubahan iklim?

c. Bagaimana strategi penerapan kebijakan penanganan risiko iklim di sektor
keuangan untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan

dalam rangka mendukung ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan Penulisan
a. Maksud Penulisan
Maksud penulisan TASKAP adalah untuk menganalisis upaya-upaya
yang dapat dilakukan oleh otoritas sektor keuangan dan IJK guna
memitigasi dampak negatif risiko perubahan iklim dalam rangka

mendukung ketahanan nasicnal.

b. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan TASK dalah sebagai sumbangan pemikiran dari
guler/ Angkatan (PPRA) Angkatan LXIII

da“kementerian dan lembaga terkait di

peserta Program Pendidikan
Lemhannas RI tahun 2022 k
tingkat pusat dan daerah dalammenyusun suatu kerangka kolaboratif yang
komprehensif untuk meningkatkan kontribusi sektor keuangan dalam upaya
mitigasi risiko perubahan iklim.
4. Ruang Lingkup dan SistgmirARMMA
a Ruang‘[[ﬁdﬁlﬂﬂNA MANGRVA

Ruang lingkup penulisan TASKAP dibatasi pada-peran-etoritas di
sektor keuangan yaitu Kemenkeu, Bl dan OJK serta 1JK yaitu Perbankan,
Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank/IKNB. Perbankan akan lebih
sering dibahas mengingat perannya yang dominan di dalam sistem
keuangan Indonesia. Sementara itu, otoritas sektor keuangan lainnya yaitu
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan dibahas secara khusus

mengingat fungsinya yang lebih bersifat operasional penjaminan simpanan.



b. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada petunjuk teknis penulisan karya
ilmiah yang ditetapkan oleh Lemhannas RI sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang
permasalahan yang terkait dengan risiko perubahan iklim, yaitu mengenai
dampak perubahan iklim yang bersifat fisik seperti bencana alam dan risiko
yang dihadapi sebagai implikasi dari proses transisi atau perubahan menuju
pembangunan yang berkelanjutan. Latar belakang tersebut menjadi dasar
perumusan pertanyaan kajian yaitu bagaimana transformasi yang harus
dilakukan oleh otoritas sektor keuangan serta IJK guna memitigasi risiko
perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan nasional

Bab Il Tinjauan Pustaka: Analisis yang dilakukan mengambil
sumber referensi utama adalah teori pertumbuhan hijau dan Theory Of
Change. Teori pertumbuhan hijau secara garis besar membahas mengenai
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat
dan keberlanjutan lingkungan hidup. Theory of change digunakan sebagai
acuan proses transformasi vy haiwls dilakukan oleh sektor keuangan
yang diawali dengan identiiikasi kendala/hambatan, kegiatan atau program
yang dapat dilakukan serta hasiPtlan dampak yang diharapkan. Bab Il juga
membahas landasan hukum, data dan fakta serta lingkungan strategis baik
global, regional maupun nasional.

Bab lll Pembahasan: Bab ni~menguraikan secara lebih rinci
mengenal faktor-fakior &mé‘}t\)ab ter%’dﬂwa permasatahan terkait kontribusi
sektorI&@JaﬁNe@Ig gelum optimal dalMﬁiﬁg\zgé fisiko-perubahan
ikttrs—Paik pada tingkat sektoral maupun kelembagaan-—Selanjutnya
dilakukan pembahasan dengan mengadaptasi theory of change dan teori
pertumbuhan hijau melalui analisis faktor-faktor penghambat dan faktor-
faktor yang dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan melalui
transformasi sektor keuangan dan koordinasi lintas sektoral yang solid.
Transformasi yang paling utama adalah perubahan paradigma Otoritas dan
IJK untuk menginternalisasikan risiko perubahan iklim di dalam kebijakan,
rencana bisnis dan operasional antara lain dengan menerapkan prinsip

environmental, social and governance (ESG) dan standar minimial 1SO



31000 dalam manajemen risikonya. Bab ini juga membahas aspek
koordinasi lintas sektoral sebagai elemen penting dalam penanganan risiko
perubahan iklim.

Bab IV Penutup: Dalam Bab ini disimpulkan bahwa sektor keuangan
sangat berkepentingan untuk berkontribusi optimal dalam penanganan
risiko perubahan iklim. Kondisi ini dapat tercapai jika sektor keuangan
mengubah paradigma dalam pengambilan keputusan, rencana bisnis dan
operasionalnya serta terdapat koordinasi lintas sektoral yang solid. Pada
bagian rekomendasi disampaikan beberapa saran dan masukan kepada
pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah, Otoritas Sektor Keuangan dan Industri

Jasa Keuangan.

5. Metode dan Pendekatan
a. Metode Penulisan
1) Kajian bersifat kualitatif menggunakan alat analisis theory of change
oleh  Rauscher O, Schober C, Millner R

~C.(2012).72921 Kerangka analisis teori

yang dipopulerkan antara. |
(2012), Stein, D. and Valt

perubahan merupakan 's

h ' kajian menyeluruh terhadap input,
aktivitas/proses, outputfiua outcome/hasil dan impact/dampak yang
kemudian mengartikulasikai™ bagaimana suatu intervensi/kebijakan
diharapkan mengarah pada perubahan dan kinerja.

Teori perubahan dapat menjadi kerangka kerja dan alat analisis strategis
yang berguna untukdr‘grﬂa‘iaimp entasi keuangan hijau, melakukan
gap lysis (analisis~Kesenjangams. lnend! yilkash kebijakan yang
perlﬁﬂﬂé‘ryéﬂtuk mengurangi ke&rﬁﬁg%?ygﬁn hambatan serta
menggambarkan hasil dan dampak yang diharapkan. Menurut Rogers
(2014),%> mengingat kurangnya ketersediaan data dan informasi terkait
green finance, teori perubahan juga dapat membantu untuk
mengidentifikasi data dan informasi yang harus dikumpulkan dan

bagaimana data tersebut dapat dianalisis di masa mendatang.

20 Rauscher O, Schober C, Millner R. (2012). Social Impact Measurement Und Social Return on Investment (SROI)-analysis.

21 Stein, D. and Valters, C. (2012). Understanding Theory of Change in International Development. The Justice and Security
Research Programme. The Asia Foundation

22 Rogers P (2014) Theory of change, methodological briefs: impact evaluation 2. UNICEF Office of Research, Florence



2) Studi literatur dilakukan terutama terhadap peran sektor keuangan dalam
pembiayaan perekonomian hijau, dampak dari perubahan iklim terhadap
stabilitas ekonomi dan keuangan, transformasi sektor keuangan dalam
konteks pembangunan berkelanjutan, dampak perubahan iklim terhadap

ketahanan nasional dan aspek-aspek yang memperkuat analisis.

3) Data yang dipergunakan adalah data sekunder bersumber dari
Kemenkeu, BIl, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan
Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan data/
informasi lain yang dapat mendukung analisis.

b. Pendekatan
Karya tulis ini menggunakan perspektif kepentingan nasional berdasarkan

multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian-pengertian:

a. Perubahan Iklim. Menurut-UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meterologi,
Klimatologi dan Geofisikia, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia
yang menyebabkan perubahankomposisi atmosfer secara global serta
perubahan variabilitas iklim alafﬁiah yang teramati pada kurun waktu yang
dapat dibandingkan. Perubahan iklim disebabkan oleh efek GRK,
peningkatan emisi, pemanasan _global dan perubahan orbit bumi. Risiko
perubahan iklim terdiri @tif‘grj%il@!ﬁi%ik?@lgprusakan atau kerugian fisik akibat
bencaﬁh&\ﬁ@p-l‘_rri_j\hstig%transisi (risiko yana Mh@ﬁp@\ﬂw&m rangka transisi
akibatZperubahan—Kebijakan pengurangain—emisi karben)?° antara lain
penurunan harga aset, pemutusan kontrak ekspor impor akibat persyaratan

lingkungan dan terbengkalainya infrastruktur yang tidak ramabh lingkungan.

b. Gas Rumah Kaca/GRK adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek
rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. GRK berfungsi seperti kaca
yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari

dalamnya?*. Menurut Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (United

2 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211208163441-532-731568/bi-biaya-tangani-cuaca-ekstrem-tembus-rp100-t-
per-tahun diunduh 21 Juni 2022
24 Ervin Aldrian, et.al, op.cit, hal. 49



https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211208163441-532-731568/bi-biaya-tangani-cuaca-ekstrem-tembus-rp100-t-per-tahun
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211208163441-532-731568/bi-biaya-tangani-cuaca-ekstrem-tembus-rp100-t-per-tahun

Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC), ada 6 jenis
gas yang digolongkan sebagai GRK yaitu: CO2 (karbon dioksida), CH4
(metana), N20O (dinitrogen oksida), HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per
fluoro karbon) dan SF6 (sulfur heksa fluorida). Emisi GRK telah terbukti
sebagai penyebab utama pergeseran pola iklim dan menjadi kekuatan
pendorong dibalik terjadinya pemanasan global?®. Selain karena faktor alam
seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan akibat kemarau
panjang, sumber utama emisi tersebut terutama disebabkan aktivitas
manusia (antropogenik) yang sebagian besar terkait dengan produksi
energi, aktivitas industri, kehutanan, penggunaan lahan dan perubahan

penggunaan lahan.

c. Peningkatan Emisi Karbon?® adalah peningkatan emisi yang disebabkan
oleh aktivitas manusia misalnya pembakaran minyak, batu bara dan gas
yang menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida, deforestasi atau

penebangan hutan. Pohon membantu mengatur iklim dengan menyerap

CO2 dari atmosfer. Pada saat terjadi penebangan, karbon yang tersimpan

di pohon akan dilepaskan ke osfer dan menambah efek rumah kaca di
bumi. Peningkatan emisii karbon juga disebabkan oleh meningkatnya
jumlah peternakan, khususnya-sapi dan domba yang menghasilkan gas
metana dalam jumlah besar saat mencerna makanan. Penggunaan pupuk
yang mengandung nitrogen juga menghasilkan emisi nitro-oksida yang

berfluorinasi dan meng%a‘s_'\lﬁnpzquemanasan yang sangat kuat hingga
23.00 lplehin besaceipanding CO2;
TANHANE MANGRVA

d-Proyek Hijau daninvestasi Hijau merupakamnistilah yang'digunakan untuk
mengidentifikasikan proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan atau
pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  (sustainable development
goals/SDGs). SDGs adalah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan,
inklusif secara sosial dan berorientasi pada keberlangsungan ekosistem
lingkungan di masa depan?’.

% Edenhofer ORP-M et al. 2014. Climate change 2014: Mitigation Of Climate Change. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom, and New York, NY, USA

2 https://lwww.gramedia.com/literasi/perubahan-iklim-global/

27 http://greengrowth.bappenas.go.id/mengintegrasikan-pertumbuhan-hijau-ke-dalam-perencanaan-pembangunan-
mengembangkan-kota-hijau-dan-promosi-proyek-energi-hijau-dan-hijau/
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e. Environment, Social and Governance (ESG) merupakan suatu standar
perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga kriteria yakni
Environmental (Lingkungan), Social (Sosial) dan Governance (Tata Kelola
Perusahaan)®,

f. 1ISO 31000 merupakan panduan penerapan manajemen risiko yang terdiri
dari tiga element vyaitu prinsip, kerangka dan proses?. 1SO 31000
diterbitkan tahun 2018 yang merupakan revisi atau penyederhanaan dari
versi tahun 2009. Sertifikasi ISO 31000 mencerminkan suatu perusahaan
mampu mengintegrasikan manajemen risiko dengan tata kelola dan proses
organisasi sehingga terdapat peningkatan kinerja, inovasi dan pencapaian
sasaran. ISO 31000 membutuhkan kepemimpinan dan komitmen dari
manajemen puncak serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

g. Paris Agreement (PA) merupakan perjanjian internasional tentang
perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata
global di bawah 2°C di at

tingkat di masa pra-industrialisasi dan
melanjutkan upaya untuk meneken kenaikan suhu maksimal 1,5°C di atas
tingkat pra-industrialisasi®’. barsifat mengikat secara hukum dan
diterapkan semua negara.dengan prinsip tanggung jawab bersama yang
dibedakan dan berdasarkan ampuan masing-masing (common but
differentiated responsibilities and respective capabilities). PA juga
memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk
menyediakan dana, pe ﬁg&ﬁmﬁpasnas dan alih teknologi kepada
negara Keﬁ(embang 19 samping iy, PA mengaaﬁl&tkan peningkatan
kerja|sama MMdan multilateral yangM@bm elekdif_dan efisien untuk
melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubalian—ikim dengan
dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung

dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

h. Sektor Keuangan adalah sektor yang terdiri dari otoritas pengatur dan

pengawas serta pelaku industri jasa keuangan (IJK) yang menyediakan

28 pwC Indonesia, ESG Value Creation Journey, https://www.pwc.com/id/en/services/environmental-social-governance.html
diakses 6 Agustus 2022

2 Proxis GRC Indonesia, ISO 31000, Standar Baru Manajemen Risiko, https://grc-indonesia.com/standar-baru-manajemen-
risiko-is0-310002018/ diakses 6 Agustus 2022

30 UNFCC. 2016. Op.cit.



https://www.pwc.com/id/en/services/environmental-social-governance.html
https://grc-indonesia.com/standar-baru-manajemen-risiko-iso-310002018/
https://grc-indonesia.com/standar-baru-manajemen-risiko-iso-310002018/
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jasa keuangan kepada nasabah komersial dan ritel, termasuk perusahaan
dana investasi, bank dan asuransi®. Dalam pembahasan ini, otoritas
pengatur dan pengawas sektor keuangan (Kemenkeu, Bl dan OJK) menjadi

fokus bahasan mengingat dinamika sektor keuangan sangat dipengaruhi

oleh kebijakan dan pengaturan dari otoritas.

3! https:/ffiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1637682231 wafis_ed3rev3-compressed.pdf



https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1637682231_wafis_ed3rev3-compressed.pdf

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Risiko perubahan iklim meliputi risiko fenomena perubahan iklim yang
menimbulkan kerusakan properti dan berdampak langsung terhadap proses bisnis
(physical risk), risiko yang muncul dari perubahan kebijakan dan pengembangan
teknologi untuk beralih ke ekonomi hijau atau ekonomi rendah karbon (transition
risk) serta risiko kerugian hukum atau klaim akibat kegiatan usaha yang tidak
mempertimbangkan dampak perubahan iklim (liability risk).

Untuk mengatasi risiko perubahan iklim memerlukan pendekatan
komprehensif melalui pembangunan yang lebih memperhatikan dampak terhadap
aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (Sustainable Development Goals/SDGs)
termasuk didalamnya aspek ekonomi_dan non-ekonomi®?. Pendekatan non-
ekonomi pada umumnya berbentuk ljakan atau regulasi baik pada tahapan
perijinan, pembiayaan, pembangunan pemanfaatan hasil. Pendekatan ekonomi
pada umumnya berbentuk insentif unt ansisi dari ekonomi konvensional menjadi
ekonomi hijau baik secara langsung upun tidak langsung baik secara fiskal
maupun keuangan3:.

Terdapat dua tantangan utama dalam implementasi aksi mitigasi perubahan
iklim yaitu nilai pembiayaan investasi hijjau yang besar serta koordinasi dan
kolaborasi antarotoritas yang b%lﬁrﬁrpz’rwﬁalam konteks ini, sektor keuangan
memiliki perarn ing dalapmempercepat preses tra | ' menuju,ekonomi
hijau melalui pjﬁ)r}gr?jrf\p%llgbisnis konvensional kﬁﬁmﬁt\aerkelamumn baik
dari aspek regulasi maupun pembiayaan. Proses perubahan tersebut dapat
dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan teknologi.

a. Gambaran Umum Kondisi Perubahan Iklim Global
Pada tahun 2020, Emergency Events Database (EM-DAT) mencatat
telah terjadi sebanyak 396 bencana alam dengan korban jiwa sebanyak
11.755 orang, 95 juta orang terdampak dan kerugian ekonomi mencapai

32 Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 — 2012) © 2013 Direktorat Lingkungan
Hidup Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS) ISBN: 978-602-19802-2-4. Him 14.

33 |bid

12
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103 miliar US$ (setara dengan Rp. 1.500 T) di seluruh dunia. Wilayah Asia
menderita dampak tertinggi dan menyumbang 40% dari kejadian bencana,
45% kematian dan 74% dari total yang terdampak. Banjir merupakan jenis
bencana paling mematikan yang menyebabkan 43,5% kematian, diikuti
oleh suhu ekstrim sebesar 25% (terutama karena gelombang panas di
Eropa) dan badai sebesar 21,5%.

Besarnya dampak negatif yang dirasakan akibat perubahan iklim saat
ini semakin menjadi perhatian bagi setiap negara di dunia. Pada tahun
2015, Paris Agreement (selanjutnya disingkat PA) diadopsi pada
Conference of Parties (COP) United Nation Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) yang ke-21 di Paris. Sebanyak 196 negara
mengadopsi PA termasuk Indonesia dalam upaya terkoordinasi untuk
membatasi pemanasan global.**

PA merupakan tonggak penting dalam isu perubahan iklim dunia yaitu
sebagai perjanjian internasional pertama yang memuat secara rinci tujuan,
komitmen, peningkatan kepatuhan dan peraturan pelaporan serta sebagai
mekanisme pendukung \bagi ngka kerja memerangi perubahan iklim
dengan kekuatan hukum-yan engikat dan membawa seluruh negara
bergerak mencapai tujuan b ma dengan melakukan upaya ambisius
memerangi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampaknya. PA juga
memberikan tanggung jawab/kewajiban kepada negara-negara peserta
untuk menyusun Nationatty Determlned Contribution (NDC) yaitu rencana

penurunan emisi-yang Q)Ec,m yanglvliébat dibitune dengan rentang waktu
yang jJas seléM&lonal MANG VA

b. Gambaran Umum Dampak Negatif Perubahan Iklim Sebagai Ancaman
Terhadap Ketahanan Nasional Indonesia

Bappenas memperkirakan kerugian Indonesia pada tahun 2023 akibat

risiko bencana adalah sebesar Rpl112 Triliun3®. Berbagai riset juga

menunjukan kerugian perubahan iklim di tanah air dapat mencapai Rp100

triliun per tahun dan akan terus meningkat secara eksponensial hingga

34 United Nations Framework Convention on Climate Change. 2018a. “UNFCCC NDC Registry.” https://unfccc.int/process/the-
paris-agreement/ nationally-determined-contributions/ndc-registry.
% Bappenas RI. 2021. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (2020 — 2045)
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mencapai penurunan 30%-40% PDB®6. Data dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun
2020 telah terjadi 2.925 bencana alam di Indonesia. Banjir menduduki
tempat tertinggi sebesar 1.067 kasus, disusul bencana puting beliung yang
mencapai 875 kasus dan tanah longsor 572 kejadian®’. Bencana yang
terjadi telah mengakibatkan ratusan korban jiwa dan berdampak terhadap
kehidupan jutaaan masyarakat di wilayah yang terkena bencana.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada
di ring of fire, memiliki garis pantai dengan wilayah yang luas dan terdiri atas
pulau-pulau kecil, banyaknya penduduk yang berada di wilayah pesisir
serta memiliki ekosistem laut dan hutan yang luas, menjadikan Indonesia
sangat rentan terhadap dampak negatif dari risiko perubahan iklim. Oleh

karena itu, langkah Indonesia untuk meratifikasi PA sangat strategis.

c. Keuangan Hijau

Peran sektor keuangan uk pembiayaan transisi menuju ekonomi

hijau adalah untuk mendor peningkatan kontribusi investasi yang
berkelanjutan dan menjem ni -penawaran dan permintaan pasar
keuangan dalam perekonomi engan tetap mempertimbangkan seluruh
faktor risiko serta uniuk mengevaluasi investasi dari perspektif ekonomi dan
keuangan serta lingkungan®®.

Meskipun beberapa lembaga keuangan telah menunjukkan

kemampuan dan kem%it_r\\ ﬂqj@m wbiayai proyek hijau, alokasi aset
sektar an upfuk-rpemblayaanryang mengl asikan risiko dan
TARHANA TMANCRYA

dampakperabaian-Kim masih sangat-rendah-—intecnatienal Finance
Corporation (IFC) memperkirakan keuangan hijau dan alokasi kredit
perbankan di negara berkembang ke sektor swasta pada tahun 2016 sekitar
USD 1,5 triliun, atau hanya sekitar 7% dari total kredit pada sektor swasta
di negara berkembang?®. Kondisi tersebut tidak terlepas dari masih kurang
kuatnya implementasi kerangka kerja untuk regulasi dan pengawasan di

% Swiss Re Institute. 2021. The Economic of Climate Change Publications.

$https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-
mendominasi diunduh 23 April 2022

38 European Banking Federation. 2017. Towards A Green Finance Framework

39 |FC 2018a, IFC 2018b



https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi
https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi
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negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut juga mencerminkan
kegagalan sektor keuangan untuk mengintegrasikan risiko lingkungan dan
perubahan iklim kedalam mekanisme dan sistem manajemen risiko sektor
keuangan, khususnya di sektor perbankan. Selain itu, adanya hambatan di
tingkat sektoral dan kelembagaan sistem keuangan seringkali
menyebabkan investasi yang dibutuhkan khususnya untuk proyek hijau sulit
dipenuhi?©,

Sebagai respon terhadap masih relatif kurangnya kerangka peraturan
dan pengawasan, sejumlah bank sentral dan regulator sistem keuangan di
seluruh dunia membentuk Network for Greening the Financial System
(NGFS) pada tahun 2017. Tujuan NGFS adalah untuk berkontribusi pada
analisis dan pengelolaan risiko terkait iklim dan lingkungan di sektor
keuangan serta untuk memobilisasi pembiayaan mendukung transisi
menuju ekonomi berkelanjutan***?. - Demikian pula, semakin banyak

lembaga keuangan terutama k swasta komersial mulai “menghijaukan”

operasional bisnis mereka de mengintegrasikan risiko lingkungan dan

perubahan iklim ke dalam stratégi @an sistem manajemen risiko mereka
serta meluncurkan produi kebanoan hijau untuk memperluas jangkauan
bisnis pelayanan keuangan m a.

Dunia internasional dan IJK memberikan respon positif terhadap
inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan otoritas di Indonesia.
Meskipun demikian, masith Er&a at-behberapa celah (gap) yang dihadapi

seperti- rendahnya ti@l&‘t peia an “tndustri terhadap keuangan
berkelél;ﬁgrtlﬁdfﬁr% adanya kesepakatam(gﬁlga%ﬁ kategOri hijau di
tingkat-nasional serta pemanfaatan peluang bisnis di sékieroerkelanjutan.
Beberapa gap tersebut harus segera diselesaikan agar industri keuangan
dapat memaksimalkan peluang yang ada seiring dengan meningkatnya
tuntutan pasar dan masyarakat akan produk dan jasa keuangan yang

berkelanjutan. Pemanfaatan peluang tersebut harus diiringi dengan

40 M. Mazzucato and G. Semieniuk. 2018. Handbook on Green Growth, Financing the Green Growth, Chapter 11, p. 240-259

41 Ulrich Volz. 2017. On the Role of Central Bank in Enhancing Green Finance, Inquiry: Design of Sustainable Financial
System. United Nation Environment Programme

42 Network for Greening the Financial System (NGFS), 2018
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pengelolaan risiko terkait perubahan iklim untuk mencegah dampak
negatifnya.

Untuk mempercepat transformasi sektor keuangan menuju keuangan
hijau, perlu pengembangan sebuah ekosistem yang berkelanjutan.
Pemangku kepentingan utama dalam hal ini Kemenkeu, Bl dan OJK perlu
membangun sinergi dalam menciptakan regulasi yang transparan dan
mampu mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran,
perlu mengembangkan infrastruktur pendukung berupa produk
pendanaan/investasi, teknologi dan informasi, kapasitas sumber daya
manusia (SDM) industri keuangan serta mekanisme insentif. Di sisi
permintaan, diperlukan transformasi pasar untuk meningkatkan permintaan
produk/layanan keuangan serta dukungan program riil, pengembangan
industri pendukung dan sertifikasi hijau. Dari sisi masyarakat, perlu literasi
yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk

dan layanan keuangan berkelaantan.

8. Peraturan Perundang-undangan

Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang adil, hijau, maju dan sejahtera
yang akan dicapai melalui pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan. Komitmen penerapan ekonomi hijau untuk mendorong
pembangunan yang berkelanjutan telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2024. RPJM 2020-2024 menetapkan agenda pembangunan untuk
membangun lingkungan hidup; menrngkqman, ketahanan bencana dan perubahan
iklim. Beberaﬁa\ \lTJmiang L{ﬂdang dan peratu ”| [\}(aqg) »mengatur tentang

pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan PA
UU No.16 Tahun 2016 memuat persetujuan terhadap Paris
Agreement (PA) yaitu kewajiban Pemerintah untuk berkontribusi dalam
pengurangan emisi GRK yang ditetapkan secara nasional (Nationally
Determined Contribution/NDC)#3. Salah satu upaya untuk menurunkan
kontribusi efek GRK di Indonesia adalah dengan ketentuan perdagangan

karbon dan penetapan pajak karbon.

43 Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris (Paris Agreement) atas Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim
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NDC Indonesia pertama kali diterbitkan pada November 2016 yaitu
penetapan target penurunan sebesar 2.869 GtCO2e tanpa syarat sebesar
26% dan target bersyarat (dengan bantuan internasional) hingga 41%
dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030.
Pada tahun 2021, Indonesia mengkinikan NDC-nya menjadi target tanpa
syarat sebesar 29% hingga 41% dibandingkan dengan skenario business
as usual (BAU) pada tahun 2030.

b. Peraturan Presiden Nilai Ekonomi Karbon (Perpres NEK)

Perpres NEK# diterbitkan sebagai pelaksanaan dari NDC Indonesia.
Perpres NEK mengatur antara lain tentang carbon pricing dan carbon
trading. Carbon pricing adalah pemberian harga (valuasi) atas emisi
GRK. Carbon pricing merupakan bentuk internalisasi biaya emisi GRK
dengan prinsip bahwa orang atau pihak yang menghasilkan polusi harus
membayar. Prinsip ini menjadidasar bagi terjadinya carbon trading antara
pihak yang melakukan pelusi gan pihak yang memiliki aktivitas rendah
karbon. Kedua instrumen iharapkan dapat mengurangi praktek-
praktek yang menimbulkan'e karbpn. Selain instrumen perdagangan,
Perpres NEK juga mengaturfinsirumen non perdagangan yaitu berupa
pungutan atau pajak atas “kKarbhon yang dihasilkan dan instrumen
Pembayaran Berbasis Hasil (PBH). Perpres NEK diharapkan dapat

menarik investor untuk dapat menanamkan dananya pada investasi hijau

baik dari dalam neger GﬂWWWﬂ negeri.

[ PeratquhI\m%Wp Jasa Keuangap !MAN@RMA%/ZON tentang
Pene¥gpan Keuangan Berkelanjutan bagrtémbagladasa €euangan,
Emiten dan Perusahaan Publik

POJK 51% dimaksudkan untuk mendorong pengembangan
infrastruktur pendukung berupa produk pendanaan/investasi, teknologi
dan informasi, kapasitas sumber daya manusia dan insentif. POJK ini
belum memuat pengaturan yang konkrit mengenai pengalokasian

portofolio pembiayaan hijau. Ketiadaan pengaturan ini berimplikasi

44 Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon
4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga
Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
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kurangnya dorongan bagi IJK untuk secara sadar menyusun komposisi
asetnya pada proyek-proyek hijau sehingga waktu yang dibutuhkan untuk

bertransisi menjadi keuangan hijau akan menjadi lebih lama.

d. Peraturan Bank Indonesia N0.21/13/PB1/2019 tentang Loan to Value
Ratio/Down Payment
PBI LTV untuk pertama kali mengatur insentif yang diberikan bagi
perbankan yang memberikan pembiayaan untuk properti dan kendaraan
bermotor yang ramah lingkungan. Insentif tersebut berupa loan to value
(rasio jumlah kredit terhadap nilai properti yang menjadi agunan) dan uang
muka kredit kendaraan bermotor yang lebih longgar sehingga perbankan
memiliki kesempatan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan yang lebih

besar pada sektor ramah lingkungan.

9. Kerangka Teoritis
a. Teori Pertumbuhan EkonoimiigHifat.

\

Pertumbuhan ekonomi-a h petingkatan aktivitas produksi barang

dan jasa pada perekonomianisuatu n/ gara dalam kurun waktu tertentu.

Teori pertumbuhan eké,nomi eniliki tujuan utama untuk menjawab

pertanyaan mengenal upa u{ntljk meningkatkan pendapatan dan

kelayakan hidup di kelompokr‘ﬁ‘égara berpendapatan rendah di dunia®®.
Teori pertumbuhan hijau mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi

neoklasik yang dlpeloporl oleh RO Robert Solow (1956)%" dan dikembangkan

oleh Romer‘(1986) @H&R-‘\MVBA)“Q sebagal landasan teoritis atas
‘Weﬁﬁnqmwrﬁ ;;Japlltal sebagai sUmLﬁWQRMAah‘ekﬁﬂoml yang
/b’erketanhutahrau’pertumbuhan ekononihijau. Pelftu}‘hbuh‘aﬁ ekonomi

hijau merupakan upaya untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan
secara berkesinambungan antara lain menurunkan emisi GRK,
mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien, meningkatkan

ketahanan nasional terhadap risiko perubahan iklim, peningkatan

4 gsatria et.all. 2017. Melihat yang Tak Terlihat: Pertumbuhan Ekonomi Untuk Siapa?. Disampaikan dalam Indonesia
Development Forum 2017 “Fighting Inequality for Better Growth, Jakarta 9-10 Agustus 2017.

47 Solow, Robert M.1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. Vol 70, No
1 (Feb 1956): 65-94.

48 Romer, Paul M. 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. Vol 94, No 5 (Oct
1986): 1002-1037

4 Lucas, Robert E Jr. 1988. On The Mechanics of Economics Development. Journal of Monetary Economics. 22 (1988): 3-
42. North-Holland
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pendapatan nasional (PDB) dan peningkatan taraf hidup masyarakat®
sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan®2.

Menurut Romer®? dan Lucas®® kemajuan teknologi menjadi variabel
endogen dalam menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi dimana SDM
menjadi sumber dan akselerator pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Ditengah semakin menipisnya sumber daya alam (SDA) serta menurunnya
kemampuan lingkungan dalam menetralisir bahan-bahan pencemar,
pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu keharusan, sedangkan Hall
dan Jones (1999) menggunakan hipotesis social infrastructure (kebijakan
dan kelembagaan) untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan
ekonomi antar negara®*, yaitu melalui efisiensi sumber daya ekonomi
(termasuk lingkungan hidup) untuk optimasi return baik secara private
maupun publik

Venables®® menjelaskan bahwa negara yang memiliki SDA yang

melimpah rata-rata m riliki gkat\ pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi yang rendah diban kan dengan negara yang tidak memiliki
SDA. Kondisi ini disehabka
\"\pe
perekonomiannya. Dikaitké?i*-

lehgkegagalan negara tersebut dalam

/
memanfaatkan  hasil lan/ SDA untuk mengembangkan

an hasil temuan Hall dan Jones, negara
yang memiliki kekayaan SDA besar pada umumnya tidak memiliki
infrastruktur sosial yang kuat dan struktur perekonomiannya cenderung
tidak stabil karena dipergaruhl flukidasi harga komoditas internasional.
Pemep'rntah\eenderu?ﬂ Q&uﬁ—m&wﬂfﬂg*aﬁ\p‘eﬂdﬁ atan_dari SDA untuk
\\\ELeIuéri‘g ﬁ%@“ﬁfdémpak jangka ) Blaﬁ'mﬂn%lékkuh’tuk berpikir

jaﬁgkaﬁanjang (miopic government). Solu5| bagi per%aswahan tersebut

adalah dengan memperkuat infrastruktur sosial yang mendukung

penggunaan pendapatan SDA untuk tujuan pembangunan jangka

%0 Bappenas, 2013

SIKementerian ESDM RI, Mengenal Lebih Jauh Aplikasi Ekonomi Hijau di Indonesia, 2021,
https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia ~ diunduh 24
April 2022

52 Romer, Paul M. 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. Vol 94, No 5 (Oct
1986): 1002-1037

58 Lucas, Robert E Jr. 1988. On The Mechanics of Economics Development. Journal of Monetary Economics. 22 (1988):
p.3-42. North-Holland

5 Affandi, Yoga dan Anugerah, Donni Fajar. 2017. Strategi Pertumbuhan Di Indonesia: Pendekatan Growth Diagnostic.
Bank Indonesia, Jakarta

%5 Anthony J. Venables. 2016. Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?. Journal of
Economic Perspective. Vol.30 No.1 (Winter 2016): 161-184
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panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang yang paling relevan
adalah sebagai mana yang dikemukakan oleh Sen®® vyaitu untuk

meningkatkan kapabilitas manusia.

b. Theory of Change/Teori Perubahan

Theory of change dipopulerkan antara lain oleh Rauscher et.al®” dan
Stein dan Valters®8. Kerangka analisis teori perubahan merupakan sebuah
kajian menyeluruh terhadap input, proses, hasil dan dampak yang
kemudian mengartikulasikan bagaimana suatu intervensi/kebijakan
diharapkan mengarah pada perubahan dan kinerja. Teori perubahan dapat
menjadi kerangka kerja dan alat analisis strategis yang berguna untuk
menilai implementasi keuangan hijau, melakukan analisis kesenjangan,
mengidentifikasi kebijakan vyang perlu dilakukan untuk mengurangi
kesenjangan dan hambatan serta menggambarkan hasil dan dampak yang
diharapkan. Menurut. Rogers®?, mengingat kurangnya ketersediaan data

dan informasi terkait keuanganhijau, teori perubahan juga dapat membantu

untuk mengidentifikasi data informasi yang harus dikumpulkan dan

bagaimana data tersebut dap analisis di masa mendatang.
Kerangka teori perubah ang akan digunakan yaitu analisis pada
tingkat sektoral, institusional dan terintegrasi. Intervensi kebijakan yang
berbeda pada tingkat sektoral dan institusional diperlukan untuk mencapai
tujuan akhir implementasi keuangan hijau dan mitigasi perubahan iklim.
Analisis teori perubah%\,_‘/ﬂlp{ an%]rasi bertujuan untuk mengaitkan
antaraTﬁsRﬁﬁ sekiorabrdengan aspek Ivilnstit aWA sehingga dapat
dwekgmendasikan sebuah perencanaan. Konkst—tragsformasi  sektor

keuangan Indonesia menjadi sektor keuangan hijau.

c. Pembangunan Hijau di Indonesia
Fokus pembangunan hijau di Indonesia mencakup 11 sektor®® yaitu

pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, manufaktur,

% Sen, Amartya, 1999.Commodities and Capabilities. OUP Catalogue, Oxford University Press, number 9780195650389.

57 Rauscher O, Schober C, Millner R. 2012. Social Impact Measurement Und Social Return On Investment (SROI)-Analysis

%8 Stein, D. and Valters, C. 2012. Understanding Theory Of Change In International Development. The Justice and Security
Research Programme. The Asia Foundation.

%9 Rogers P. 2014. Theory Of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2. UNICEF Office of Research, Florence

60 Deputi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Langkah Menuju
Ekonomi Hijau (Sintesa dan Memulainya) (2012)


https://ideas.repec.org/b/oxp/obooks/9780195650389.html
https://ideas.repec.org/s/oxp/obooks.html
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pariwisata, transportasi, limbah dan air. Pengembangan ekonomi pada
sektor-sektor tersebut perlu diimbangi dengan penyiapan beberapa
prakondisi misal menghilangkan subsidi, perubahan perilaku dan
penerapan teknologi hijau. Transisi perekonomian menuju ke ekonomi hijau
membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Semakin baik peranan sektor
keuangan dalam mengalokasikan sumber pembiayaan dan investasi ke
ekonomi hijau, maka akan semakin cepat tujuan jangka panjang

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bisa tercapai.

10. Data dan Fakta: Transformasi Sektor Keuangan Guna Memitigasi Risiko
Perubahan Iklim
a. Pembiayaan Pembangunan Hijau oleh Pemerintah
Pembiayaan terhadap proyek-proyek yang terkait dengan
pembangunan ekonomi hijau atau pembangunan rendah karbon di

Indonesia harus didukung oleh uh pihak terkait. Skema pembiayaan

tersebut dapat bersumbe h melalui alokasi anggaran negara

dalam APBN, peran sek ususnya Perbankan dan campuran
sebagaimana Gambar 2

Dalam skema sumle blayaan pada Gambar 2.1, lembaga
keuangan khususnya s perbankan memiliki peran penting
kedepannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki keterbatasan

anggaran untuk pembiayaan proyek yang berbasis ekonomi hijau.

pHARMM 4
~“MANGRVA

M Hibah dan Pinjaman
L

¥

= Lembaga keuangan ged Pasar Modal

Campuran M JEVEED]
= Pemerintah dan Langsung
Swasta

Gambar 2.1 Skema Sumber Pembiayaan Ekonomi Hijau Indonesia

Pembiayaan Ekonomi Hijau
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Data terbaru dari Kementerian Keuangan®' menunjukkan bahwa
pembiayaan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia mengalami
penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2020 (gambar 2.2). Penurunan
alokasi anggaran pemerintah pada tahun 2020 tidak terlepas dari adanya
refocusing anggaran di seluruh komponen belanja pemerintah pusat dalam

periode pandemi Covid 19.

40,000.00 2.37% 2.28% 2.50%
35,000.00
2.00%
30,000.00 34,515.02 34,879.37
%%
25,000.00 1.39% 1.50%
20,000.00 23,456.83
15,000.00 1.00%
10,000.00
0.50%
5,000.00
0.00%
2018 2019 2020
m Total anggara *SQ (dalam miliar rupiah)
—— Propor a elanja Pemerintah Pusat (%5)

Total anggaran PRK dan propersi terhadap pagu anggaran
Pemerintah Pusat (termasuk/subsidi dan PSO)

Sumber: Smeru dan Indef, K hijakan Alokasi Anggaran Rendah Karbon.

Gambar 2.2 Tote

oporsi Anggaran Pemerintah

Sebagian besar pembia k pemerintah untuk pembangunan
ekonomi hijau digunakan:u bangunan infrastruktur. Kelompok
infrastruktur di sektor transportasi memperoleh alokasi anggaran terbesar
dan kemudian diikuti oleh pembiayaan pada sektor energi (Gambar 2.3).

Pembiayaan proyek infrastruktur di sektor transportasi terfokus pada

20, .00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2018 2019 2020
W Transportasi 19,450.69 21,089.84 14,071.09
M Energi 12,868.02 9,725.42 6,100.88
B Kehutanan dan Gambut 1,381.46 3,306.84 2,080.94
M Pertanian 660.74 642.22 601.08
M Limbah 71.88 43.88 147.78
Pesisir dan Kelautan 43.50 46.22 440.82
M Industri 38.73 24.95 14.24

Sumber: Smeru dan Indef, Kajian Pemetaan Kebijakan Alokasi Anggaran rendah karbon

Gambar 2.3 Alokasi Anggaran Pemerintah Per Sektor

61 Badan Kebijakan Fiskal. 2021. Laporan Anggaran Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020. Jakarta.
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Pembiayaan terhadap proyek-proyek hijau di Indonesia masih sulit
karena dianggap berisiko tinggi, termasuk untuk proyek renewable energy
(Energi Baru dan Terbarukan/EBT) yang menjadi andalan dalam transisi
menuju ekonomi yang berkelanjutan®?. Profil risiko pada proyek hijau antara
lain performance risk, demand risk, macroeconomic risks, environmental
risk, political risks, nature risk dan risiko-risiko lain yang belum sepenuhnya
dapat dikendalikan. Gambar 2.4 memberikan ilustrasi profil risiko proyek
renewable energy di Indonesia.

Dari gambar 2.4 terlihat bahwa risiko tertinggi ada pada fase
pengembangan proyek dan fase pembangunan. Hal ini menyebabkan
perbankan enggan untuk memberikan kredit karena keterbatasan
pengalaman dan pengetahuan tentang proyek hijau. Jikapun ada,
perbankan lebih nyaman memberikan kredit kepada nasabah eksisting
dibandingkan proyek baru. Di samping itu, proyek hijau umumnya tidak

memiliki aset tetap unidk dijadikan-agunan sehingga tidak memenuhi
persyaratan perbankan. De demikian dibutuhkan suatu financial

engineering untuk memitigaslk risike, bagi lembaga keuangan dalam

pembiayaan proyek ini.

EN
Risk Level

» Energyresource assessment, | » Actualsite conditions,

site location, design Suitability of the Equipment local conailiomsTCoOsion, cyclones... ),
technology to localconditions (Logistics):  Local O&M competencies
Commercial , Gis connection. offtake » EPC track record, Project ) Interestrates, labourcosts
agreement management
Regulatory 9 9
» Permitting, land acquisition » Regulatery change » Regulatory change

interconnection

Gambar 2.4 Risk Profile of Renewable Energy Projects

Dalam laporan Global Green Growth Initiative, disebutkan 4 kendala

dalam proyek hijau termasuk pada proyek untuk transisi menuju renewable

62 GGGI. 2019. Product Analysis of Diverse de-Risking Financial Instruments Available in Indoneia’s Market.
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energy Yyaitu i) Kendala kognitif (cognitive barrier) yang berhubungan
dengan rendahnya awareness, pemahaman dan perhatian terhadap
pembiayaan hijau; ii) Kendala politis, umumnya terkait dengan isu
kebijakan, peraturan serta kepemimpinan; iii) Kendala analitikal yaitu
keterbatasan jumlah dan kualitas data/informasi yang menyulitkan proses
pendanaan; dan iv) Kendala pasar, umumnya terkait dengan kurangnya
dukungan keuangan, hukum dan kelembagaan terhadap proyek hijau pada
masing-masing negara.

Kendala tersebut merupakan penyebab total alokasi anggaran
pemerintah untuk tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam
APBN di Indonesia menjadi relatif sangat rendah dibandingkan dengan total
anggaran (Gambar 2.1). Pada tahun 2018 alokasi anggaran hanya sebesar
2.38% dari APBN dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 persentase alokasi
anggaran tersebut semakin turun.

Fakta dan data yangdis

alkainypada bagian ini menunjukan bahwa
sumber pembiayaan untuk mbangunan ekonomi hijau tidak bisa
mengandalkan peran pemerintah meiaelu anggaran negara. Peran Swasta
menjadi sangat penting uatuk'mendorong transisi pembangunan ekonomi
hijau di Indonesia. Sumber investasi swasta di Indonesia masih didominasi
oleh pembiayaan di sektor perbankan, sehingga skema keuangan hijau dari
perbankan menjadi opsi utama untuk mendukung proses transisi ekonomi

Indonesia ke pembangunran ekonomi-hijau.

. Peran .?WHKeua}Rgan Dalam Pemﬁayﬁan Paﬁwunan Hijau

|sittah pe%layaan hijau tidak dapat cf\epaskan dari pembangunan
SDGs. Gambar 2.5 menunjukkan kebutuhan investasi SDGs di Indonesia
dengan skenario Business as Usual (BAU), Moderate dan High. Skenario
BAU artinya meskipun Indonesia tidak mengambil langkah khusus untuk
pembangunan hijau (tetap dengan kegiatan normal) namun tetap
membutuhkan investasi sebesar Rp4.196 triliun. Skenario Moderat artinya
terdapat beberapa kebijakan mendorong pembangunan hijau, sehingga
terdapat peningkatan kebutuhan investasi sebesar Rp7.721 triliun.
Skenario High artinya Indonesia mengambil langkah-langkah aktif dan

intensif untuk mendorong pembangunan hijau sehingga kebutuhan
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investasinya menjadi lebih tinggi sebesar Rp10.396 triliun. Kebutuhan
investasi ini tentunya memberikan peluang bagi 1JK untuk terlibat dalam
fungsi intermediasinya. Namun demikian, analisis yang dilakukan oleh
Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) tentang tren
investasi dalam pembangkit listrik, menunjukkan tingginya ketergantungan
pada modal asing untuk membiayai pertumbuhan permintaan listrik
Indonesia dengan pembiayaan dalam negeri yang hanya mewakili

seperempat dari total investasi®.

Skenario Kebutuhan Investasi SDGs

12000 (Rp11
10396.698
10000 — B AU e
7
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8000 High
5212.122
6000 S 721.255
e
4000 =
s = 4196.364
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o}

2026
2027
2028
2029
2030

terjadi pada sektor EBT, namun juga pada sektor lainnya (transportasi,
pertanian dan lahan, pengolahan limbah dan sampah di perkotaan).

Saat ini baru terdz

i.total 110 bank di Indonesia) yang

A
) kan surat
’ $ enerbitkan

global sustainability bond senilai Rpl12,25 triliun serta OCBC NISP

bekerjasama dengan IFC menerbitkan green bond dan gender bond senilai
Rp59,9 triliun. Dari sisi penyaluran kredit, perbankan sudah menyalurkan
kredit untuk proyek hijau sebesar Rp881,9 triliun rupiah atau baru mencapai
10,9% dari total aset sektor perbankan Indonesia yang mencapai Rp8.200
triliun rupiah (data tahun 2018).

8hitps://www.oecd-ilibrary.org/sites/e51 1fd2c-id/index.html?itemld=/content/component/e511fd2c-id#section-d1e14095
diunduh 25 April 2022
% OJK, Roadmap Keuangan Berkelanjutan, op.cit. HIm 10.
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c. Hambatan Dalam Pembiayaan Pembangunan Hijau

Sektor keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan
ekonomi dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan sebuah
negara®. Merujuk pada teori pertumbuhan ekonomi, pembangunan sektor
keuangan berperan untuk mengalokasikan sumber daya perekonomian
kearah investasi yang paling produktif®® dan meningkatkan kemampuan
untuk mengadopsi teknologi®’. IJK berperan penting sebagai lembaga
intermediasi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan investasi sektor
swasta dan menyalurkan kredit ke masyarakat®®.

Sektor keuangan di Indonesia terutama Perbankan menghadapi
sejumlah tantangan dalam pendanaan proyek EBT, antara lain masalah
keterbatasan pengetahuan dan kompetensi, profil risiko proyek yang dinilai
tinggi, kurangnya instrumen pembiayaan serta terbatasnya dana yang

bersifat jangka panjang. Sejauh ~ini perbankan Indonesia hanya

memberikan pembiayaa herapa proyek panas bumi dan

dari modal bank sehingga ruang pembiayaan bank menjadi terbatas.
Demikian pula ketentuan mengenai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR) yaitu pembobaotan i

oyek yang dianggap berisiko tinggi

yang-lebih tinogi untuk menjaga

khususnya di sektor EBT, sektor infrastruktur transportasi dan sektor
kehutanan yang memiliki profil risiko tinggi menjadi sulit untuk berkembang

dengan cepat. Pada sisi lain pelonggaran kedua regulasi tersebut dapat

% Levin, K., T. Fransen, K. Ross, C. Elliott, M. Manion, R. Waite, E. Northrop, J. Worker, and C. Schumer. 2018. Long-Term
Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies

€ Greenwood & Jovanovich, 1990,

57 King dan Levine, 1993,

% Beck T, Demirguc-Kunt A. 2006. Small And Medium-Sized Enterprises: Access To Finance As A Growth Constraint. J
BankIng Finance 30 (11): 2931-2943
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berimplikasi pada meningkatnya risiko stabilitas sektor keuangan,
khususnya perbankan di Indonesia.

11. Peranan Otoritas Sektor Keuangan

a. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kemenkeu mengeluarkan empat kebijakan inovatif terkait dengan
risiko perubahan iklim, yakni Climate Change Fiscal Framework (CCFF),
carbon pricing, Energy Transition Mechanism (ETM) dan pooling fund
bencana®. CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan
fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN terkait dengan
pemenuhan target NDC untuk mengatasi kesenjangan/gap antara
kemampuan APBN dengan kebutuhan pemenuhan target NDC. Kebijakan
carbon pricing telah dijelaskan pada bagian 8.b, sementara kebijakan ETM
terkait dengan mengubah penggunaan batubara menjadi EBT dan

kebijakan pooling fund benpca riait dengan pengumpulan dana dengan

menghitung potensirisiko bencana pada tiap wilayah.

b. Bank Indonesia (BI)
Bl telah menginternalisasikan kebijakan terkait keuangan
berkelanjutan dalam kebijakanimorieternya melalui cadangan devisa yang
terdiri dari surat-surat berharga hijau. Untuk kebijakan sistem pembayaran,
Bl mendukung aktivitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan
sistem pembayaran berbasis—etekironik dan digital, antara lain melalui
penerapan—QRIS (Q&M%ASMIMAZOde Indonesia._Standard) yang
mengg‘Eﬁ‘x%H@oN/ﬁre yang lebih efisien MN%}@esan, afrastruktur
teknol0gi informasi yang rendah energi dan penggunean_sumber energi
hijau. Di sisi pengedaran uang, Bl menerapkan pencetakan sustainable
banknotes, dimulai dari penggunaan bahan uang (kertas dan tinta) yang
lebih ramah lingkungan, pembangunan sentra pengolahan uang dengan
konsep green building, sistem distribusi uang yang lebih efisien dan sistem
pemusnahan uang dengan konsep recycle (sisa racikan uang digunakan

untuk kerajinan dan pembakaran digunakan untuk pembangkit listrik).

5 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-terdapat-empat-kebijakan-inovatif-untuk-hadapi-tantangan-
perubahan-iklim/ diunduh tanggal 12 Juni 2022



https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-terdapat-empat-kebijakan-inovatif-untuk-hadapi-tantangan-perubahan-iklim/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-terdapat-empat-kebijakan-inovatif-untuk-hadapi-tantangan-perubahan-iklim/
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Selanjutnya Bl juga telah menerbitkan kebijakan makroprudensial
(kebijakan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan secara makro)
yang telah memperhatikan isu perubahan iklim dan proyek hijau melalui
penerbitan aturan Loan to Value Ratio (LTV) untuk pembiayaan terhadap
properti dan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang berwawasan
lingkungan?®. Aturan ini memberikan kelonggaran rasio down payment atau
uang muka yang lebih rendah bagi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah
dan KKB baik konvensional maupun syariah sehingga diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan proyek perumahan hijau dan kendaraan bermotor
yang lebih berwawasan lingkungan. Dengan adanya PBI ini, masyarakat
juga diharapkan dapat terdorong untuk beralih pada pembelian rumah dan

kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan.

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Il
(2021-2025). Salah satu|keran

tersebut adalah masalah men

berfikir yang digunakan dalam Roadmap
ahpala fikir bisnis konvensional menjadi
bisnis berkelanjutan yang did I oleh' kepemimpinan dan kesiapan untuk
menghadapi perubahan “aral pengembangan sektor jasa keuangan
kedepan yaitu perkembangan teknologi dan bisnis berkelanjutan?.

Untuk mempercepat transisi sekior keuangan ke arah berkelanjutan,

OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri dari 7 (tujuh)

komponen meliputi k%ﬁlﬁpmﬂﬁ% infrastruktur pasar, koordinasi

kemenﬁeﬂﬂ/ﬁln&kﬁ%\, eikingan non-per‘iﬁxﬁ\&ﬁwer daya,manusia

dan aweareness’-,

12. Lingkungan Strategis
a. Global
Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina telah berdampak pada aktivitas
ekonomi dunia. Setelah dua tahun kegiatan perekonomian menurun akibat
Pandemi Covid-19, saat ini perekonomian mulai kembali bergerak dan

berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan energi terutama minyak.

0 peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/13/PBI/2019 (perubahan 1 PBI 2018) tentang Loan to Value Ratio.
1 Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Il (2021-2025). HIm. 6
2 Otoritas Jasa Keuangan. op.cit. HIm 8.
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Namun dinamika pada negara-negara pemasok minyak seperti Rusia yang
sedang terkena sanksi oleh Amerika, Arab Saudi yang menahan produksi
serta Amerika sendiri yang enggan untuk melakukan investasi guna
mengeksplorasi sumber-sumber minyak, telah mengakibatkan kenaikan
harga minyak dunia’®. Ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap
produksi minyak serta pasar keuangan dapat menjadi peluang sekaligus
tantangan bagi meningkatnya investasi pada proyek EBT ditengah upaya
negara-negara untuk memenuhi komitmen PA dan pembahasan isu climate
change di dalam forum G-20.

Kenaikan emisi karbon secara global telah mendorong kenaikan suhu
bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi
mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan (Gambar 2.6).
Kesadaran global mengenai risiko perubahan iklim dan gap ekonomi yang
cukup tajam antara negara maju dengan negara berkembang,

menimbulkan kekhawatwan bagi negara berkembang jika negara-negara

maju yang menjadi mitra d g imenerapkan isu lingkungan sebagai
hambatan non-tarif, sepertl Inyas keharusan memenuhi persyaratan
ecolabelling”. Kekhawatiran i lah terjadi misalnya dalam kasus ekspor

crude plam oil (CPO) Indone € Eropa yang dihentikan dengan alasan

isu merusak lingkungan’>.

—
- Kenaikan Emisi Karbon Global 2’;"]”""’ Kenaikan Suhu Bumi Global
OHARMM4 ol
; 0- R ( ~ 10 - M;$
: TANH RVA 4
A
. ANA o« " MANGIRVA |
5 4 . - Tyt
e ‘ 1 . oo AATTHAW | VTS
<~ Fmigl karbon global terus naik V\/JV Al ]
dengan cepat s
1.0 + T *
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
Note: Global average surface temperature based on land and ocean data from
the National Aeronautics and Space Administration (NASA)
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

Gambar 2.6: Kenaikan Emisi Karbon dan Suhu Bumi Global

Sumber: Integrated Carbon Observation System, Global Carbon Project

S A. Irsan A. Moeis. 2022. Opini: Menyoal Kenaikan Harga BBM. Dimuat Dalam Harian Kontan (16 April 2022): Hal. 11

" Anna Yulia Hartati. 2007. Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah. Jurnal limu
Sosial dan llmu Politik. Vol. 11. No.2 (November 2007): p.153-286

S https://ekonomi.bisnis.com/read/20190426/9/916028/opini-isu-lingkungan-kepentingan-negara-maju-di-balik-cpo
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b. Regional

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan EMEAP juga
menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu perubahan iklim. Isu-isu
mengenai perubahan iklim menjadi pembahasan dalam pertemuan reguler
dan terdapat pembentukan task-force atau working group.

Dari sisi bisnis dan ekonomi, kawasan regional didominasi oleh
Singapura sebagai financial hub. Singapura sebagai hub ekspor impor antar
negara juga menerapkan standar lingkungan yang tinggi agar produk-

produk ekspor impor dapat masuk ke negara tujuan ekspor.

c. Nasional
Indonesia sebagai negara kepulauan yang berlokasi di ring of fire
sangat terdampak oleh perubahan iklim, khususnya oleh penurunan hasil
panen karena kekeringan dan banjir, gangguan logistik karena gelombang
tinggi dan tenggelamnya sebagian wilayah pesisir akibat kenaikan

permukaan laut’®. Gerakan u mulai meningkatkan kegiatan produksi

yang lebih ramah lingkungan iierlihat di Indonesia, terutama didukung

oleh organisasi nirlaba\ sep WWEF Indonesia. Indonesia juga telah
menjadi anggota dari berha fora internasional yang beranggotakan
institusi  keuangan dan regiator yang memiliki tujuan sama yaitu
menghijaukan sistem keuangan serta mobilisasi arus modal untuk investasi
berkelanjutan. Beberapa fora dimaksud adalah:
1) Sustainable Banking&lﬁvygﬁ,ﬂn(ﬁ?’n sia merupakan salah satu pendiri
2) Net r. Greepipg-Financial System vaitu I'bank sentral dan
oto:!iﬁgj;}lﬁvl\\/laéan sektor jasa keuangléllre\ IJ%WA
3) ASEAN Sustainable Capital Markets dan ASEAN Task Force on
Sustainable Finance (ASEAN SCM dan TFSF)
4) FSB Working Group on Climate Risk (WGCR)
5) EMEAP Interest Group on Sustainable Finance (IGSF)
6) G-20 Sustainable Finance Working Group (SFWG)
Indonesia juga merupakan salah satu negara terkemuka di pasar

negara berkembang yang mengakui dan mengambil langkah terkait

6 Lemhannas RI. 2022. Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Geografi
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perlunya mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam regulasi keuangan
negara. Indonesia juga merupakan pionir dalam mengembangkan pasar

hijau melalui penerbitan Sukuk Hijau Ritel pertama di dunia’”.

Alokasi Dana Green Sukuk Global Berdasarkan Sektor (dalam presentase)
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Energi . Efisiensi Energi ) i P {5, Transportasi Pengelolaan Limbah dan
q Terbarukan he it penbehan Kifm unta: 'gi Berkelanjutan Limbah menjadi Energi

Daerah Sangat Rentan
dan Sektor/Pengurangan
Risika Bencana

Gambar 2.7 Alokasi Dana Green SUKUK Global Berdasarkan Sektor

Dana hasil penerbitan Sukuk Global tersebut di tahun 2020 mayoritas
digunakan untuk ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah sangat

rentan dan sektor/pengurangan risiko bencana. Hal ini merupakan indikator

positif mengenal kesada gunan berwawasan lingkungan di

Indonesia.

7 Sukuk Hijau Ritel adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan dan dijual kepada perorangan WNI di pasar domestik
melalui platform on-line. Penerbitan dilakukan pada November 2019 setelah sebelumnya pada Maret 2018 Indonesia
menerbitkan Global Green Sukuk pertama.




BAB Il PEMBAHASAN

13. Umum

Pada tahun 2021 Pemerintah menetapkan untuk melakukan rancang ulang
(redesign) Transformasi Ekonomi Indonesia yang sudah diluncurkan pada tahun
2019. Tanpa rancang ulang transformasi ekonomi yang dilakukan tepat waktu, tepat
sasaran dan berjalan efektif, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan
daya saing terendah di Asia Tenggara dan belum bisa keluar dari middle income
trap pada tahun 204578, Berdasarkan dokumen transformasi ekonomi Indonesia
tersebut, pembangunan di masa lalu yang bersifat eksploitatif terhadap SDA dan
tidak ramah lingkungan harus ditinggalkan, beralih ke pembangunan ekonomi hijau.

Berdasarkan signifikansi tingkat emisi GRK dan posisi strategis bagi
pembangunan keberlanjutan, terdapat 7 (tujuh) sektor utama dalam pembangunan

ekonomi hijau di Indonesia yaitu(i) transisi energi bersih, (ii) transportasi bersih, (i)

hutan lestari, (iv) pertanian dan lahan berkelanjutan, (v) sumber daya air
berkelanjutan, (vi) ekonomi sirkular -d pengelolaan sampah dan limbah, dan
(vii) ekonomi biru untuk pesisir dan laut berkelanjutan. Membangun sektor-sektor

tersebut membutuhkan pembiayaan investasi yang sangat besar.

Didalam Bab Ill dibahas mengenai konsep dan konteks teori pertumbuhan
hijau dan theory of change sebagai alat analisis untuk mengembangkan arah dan
proses transformasi ke keuan@s\q MRJMgﬂﬁqdapat dilaksanakan di Indonesia.
Selanjtitnya akpmﬁ%hkﬁbpembahasan arah da‘ﬁﬂrﬂtwpljakan yang dapat
dijalankan oleln seluruh-piak terkait untuk memperkuat-dan mémpercepat proses

transformasi sektor keuangan Indonesia menuju ke keuangan hijau.

14. Peningkatan Peran Otoritas dan Industri Jasa Keuangan Dalam Mitigasi
Risiko Perubahan Iklim

Meskipun Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi

GRK dengan meratifikasi PA dan menetapkan dalam RPJMN, namun dalam

8 Bappenas. 2021. Laporan Kajian Peta Jalan Transformasi Indonesia Menuju Indonesia 2045: Adil, Hijau dan Mandiri.
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prakteknya Indonesia masih menghadapi trilema antara mendorong pertumbuhan
ekonomi, pemerataan sosial dan perbaikan lingkungan.

Pembangunan ekonomi hijau harus mampu meminimalkan eksploitasi SDA
dan perusakan lingkungan, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan
(organik), proses produksi yang menghasilkan emisi GRK paling minimal atau zero
serta proses distribusi yang efisien dan efektif sehingga mengurangi penggunaan
energi. Proses tersebut membutuhkan political will Pemerintah untuk menata ulang
pemanfaatan SDA baik melalui regulasi maupun inovasi serta partisipasi aktif dari
berbagai instansi Pemerintah yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup,
investasi, ekonomi kreatif, energi dan sumber daya mineral, pertanian dan

kementerian/lembaga lainnya termasuk otoritas dan industri sektor keuangan.

Pada bab sebelumnya telah dibahas beberapa kebijakan yang telah
diterbitkan oleh otoritas sektor keuangan Indonesia menuju keuangan hijau,
diantaranya Roadmap Keuangan Hijau Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan OJK.
Sebagaimana kebanyakan negara berkembang, sektor keuangan Indonesia masih
didominasi oleh sektor perbankan damn .instrumen-instrumen keuangan lainnya
belum berkembang seperti negara maju. Demikian pula, tingkat inklusi atau akses
masyarakat ke layanan jasa keuangan masih cukup rendah yaitu 76,19% (2019)
dengan tingkat literasi hanya 38,03%"°. Konsekuensinya, peran pembiayaan
pemerintah dan sumber dana dari luar negeri masih sangat dibutuhkan untuk

pembiayaan pembangunan rendah karbon.

Sektor keuangan dapa (h&fkéntiblsi) prda_pertumbuhan ekonomi  hijau
melalui kebijak‘énﬁdﬁﬂ}pr‘_ﬁ Wl2ervang dikeluarkag oMi,E%‘q@éﬁr\éﬁkeu, Bt 0JK). IIK

dapat-kerkontebusi melalui- Strategi pembiayaan proyek-proyek hijau dan-corporate

social responsibility (CSR). Dalam hal ini transformasi mindset atau paradigma pada
Otoritas dan IJK merupakan titik kritikal, yaitu paradigma untuk senantiasa
mempertimbangkan risiko perubahan iklim dalam setiap kebijakan dan strategi

bisnis yang dilakukan.

Transformasi paradigma Otoritas sektor keuangan kearah pembangunan

berkelanjutan membutuhkan orkestrasi dan sinkronisasi kebijakan oleh seluruh

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-
2025.aspx diunduh 30 Mei 2022



https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx
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kementerian dan lembaga terkait. Kemenkeu, Bl dan OJK harus bersinergi untuk
merumuskan suatu kebijakan terpadu untuk mengatasi lambatnya pertumbuhan
pembiayaan proyek-proyek hijau oleh IJK. Kebijakan tersebut dapat bersifat insentif
yaitu memberikan benefit tertentu kepada IJK yang menunjukkan peningkatan
pertumbuhan pembiayaan hijau atau bersifat disinsentif yaitu memberikan sanksi
tertentu bagi 1JK yang tidak berkontribusi nyata dalam pembiayaan proyek-proyek
hijau. Transformasi dari kebijakan sektor keuangan ini harus didukung dengan
kebijakan yang selaras/harmonis dari kebijakan di sektor riil yaitu kebijakan dari
kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Kementerian ESDM).

Dari sisi 1JK, transformasi paradigma tersebut dapat dikonkritkan dengan
menerapkan prinsip Environtmental, Social and Governance (ESG) dalam strateqgi
bisnis dan manajemen risikonya. lJK yang menerapkan prinsip ESG akan mulai
mengganti sumber energi yang digunakﬁn dalam operasionalnya menjadi energi
non-fosil termasuk penggunaan - kKendaraan operasional dan mengurangi
penggunaan bahan baku non-organik. Demikian pula dalam komposisi
portofolionya, IJK akan menggeserprofitnasabah dana dan nasabah kredit (debitur)
menjadi profil perorangan atau perusahaan yang memiliki kriteria hijau. Dalam
alokasi corporate social responsibility (CSR), IJK juga akan fokus pada kegiatan
penyelamatan lingkungan. Dengan demikian, konsep ESG tidak hanya mengejar
profit melainkan juga keberman%%;?ﬂ@&@ggiﬂiﬂgﬁmgan, masyarakat dan pemerintah

(3P: People, Planei, Ho\flf\s)\
15. Kebijakal dan LangkKah-langkah yang hartus Diambil gteh Oteritas dan

| AAN G RVA
ol V' am N

IJK Dalam Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Merujuk pada theory of change, terdapat empat komponen utama dalam
proses transformasi sektor keuangan vyaitu: (1) identifikasi hambatan; (2)
perumusan kegiatan atau program; (3) hasil yang diharapkan; dan (4) dampak dari
proses transformasi. Hasil analisis terhadap komponen-komponen tersebut pada

tingkat sektoral disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

80 Hyoungkun Park dan Jong Dae Kim. 2020. Transition Towards Green Banking: Role Offinancial Regulators And Financial
Institutions. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility.
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Tabel 3.1. Proses Transformasi Sektor Keuangan Pada Tingkat Sektoral

KOMPONEN PENJELASAN

» Kerangka kebijakan yang kurang mendukung

« Tidak cukupnya insentif ekonomi dan keuangan

- Terbatasnya akses ke sektor keuangan

+ Kedalaman sektor keuangan domestik

+ Mengembangkan kerangka kebijakan yang mendukung transisi ke
keuangan hijau

yang harus «  Meningkatkan kapasitas dan dukungan teknis

dilakukan + Meningkatkan awareness atau kepedulian melalui program edukasi
dan sosialisasi

» Melibatkan peran pemangku kepentingan selain sektor keuangan
melalui proses koordinasi dan kerjasama.

» Peningkatan dan berkembangnya sisi permintaan untuk
pembiayaan hijau

diharapkan +  Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk
mengembangkan proyek ekonomi hijau yang bankable

» Peningkatan kepedulian dunia usaha akan keuntungan jangka
panjang ekonomi hijau dan menciptakan peluang bisnis baru

Hambatan

Aktivitas/Program

Hasil yang

« Jumlah proyek-hijau-meningkat seperti proyek energi terbarukan,
pengelolaan lim transportasi dan efisiensi penggunaan energi,
tata'guna lahan, utanan dan-pertanian

+  Emisi GRK berk g

« Pembangunan ekenomirendah karbon tercapai

*  Terciptanya eko m keuangan berkelanjutan

Sumber: Hyoungkun Park dan Jong Dae Kim 0)

Dampak

Berdasarkan data pada Tabel 371 di atas, otoritas sektor keuangan harus
menyusun program atau kegiatan yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang
ada pada tingkat sektoral yaitu: (1) mengembangkan kerangka kebijakan yang
mendukung transisi ke keuangﬁ WNRQW'M%‘ dapat mempercepat terbentuknya
ekosistem keu jau: (2y-meningkatkan fkapasit dukungan teknis
untuk meningﬁgﬁéﬁéﬂ pembiayaan pro%?eﬁaﬁrﬁiqqguna mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (3) meningkatkan awareness atau
kepedulian melalui program edukasi dan sosialisasi baik di lingkup sektor keuangan
maupun non sektor keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan momentum
transisi menuju keuangan hijau dan pembangunan berkelanjutan; (4) melibatkan
peran pemangku kepentingan selain sektor keuangan melalui proses koordinasi
dan kerjasama baik di dalam sektor keuangan maupun lintas sektoral dengan
otoritas pada sektor riil, seperti Kementerian Perekonomian dan Kementerian

Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, akademisi, lembaga riset dan lembaga
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swadaya masyarakat untuk mempercepat transisi menuju keuangan hijau dan
pembangunan berkelanjutan.

Program dan aktivitas yang dijalankan tersebut saling berkaitan. Sebagai
ilustrasi, salah satu kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh otoritas sektor keuangan
adalah memberikan insentif kepada IJK yang mampu memenuhi pembiayaan
proyek hijau dalam persentasi tertentu misal melalui keringanan pajak atau
keringanan pemenuhan kewajiban terkait otoritas lainnya. Insentif tersebut tidak
akan dapat dimanfaatkan oleh IJK jika tidak terjadi peningkatan kapasitas SDM dan
sistem untuk mengelola dan melakukan monitoring terhadap pembiayaan proyek
hijau. Demikian pula jika kepedulian IJK dan masyarakat masih rendah dalam
menangkap peluang bisnis dalam proyek-proyek hijau maka permintaan pasar
terhadap pembiayaan proyek hijau juga tidak akan meningkat. Selanjutnya,
kebijakan insentif pada sektor keuangan tersebut tidak akan berjalan jika kebijakan
pada sektor riil tidak mendukung, misalnya terkait dengan kemudahan perijinan dan
perbaikan iklim investasi.

Dalam konteks kebijakan, perlu p\JIa dilakukan evaluasi untuk mengurangi
atau menghilangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat kontradiktif terhadap upaya
mendorong ekonomi dan keuangan hijau. Sebagai contoh, kebijakan subsidi energi
tidak terbarukan (energi fossil) dalam”skema kebijakan fiskal di kementerian
keuangan dapat menjadi kendala tidak langsung bagi berkembangnya proyek-
proyek EBT baik yang berskala besar maupun skala menengah dan kecil.
Sebagaimana disampaikan pada-Bab 11, sektor-energi merupakan proyek hijau yang
paling besar -membutuhkan bémblayaénl ”'sar;npal tahun 2030 dalam rencana
pembangunan ren|da|h H(arbon pemerintah. kelbugkan subS|d| juga akan
menghambai-péningkatan kepedulian masyarakat mengenai 1Su—perubahan iklim
dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya proses transformasi sektor keuangan juga harus dilakukan pada
tingkat kelembagaan. Dengan merujuk pada empat komponen pada Theory of
Change pada tingkat lembaga keuangan maka didapatkan hasil identifikasi
sebagaimana Tabel 3.2.

Hambatan utama dalam tingkat kelembagaan adalah masih tingginya persepsi
risiko lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek hijau. Tingginya persepsi
risiko tersebut seringkali lebih disebabkan karena kurangnya kapasitas dan
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pemahamannya tentang proyek hijau yang secara komersial layak dan
menguntungkan untuk mendapatkan pembiayaan sektor keuangan.

Hambatan lainnya adalah kapasitas sumber dana dari sektor keuangan
sendiri, khususnya di negara yang sektor keuangannya belum maju. Proyek hijau
seringkali membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan jangka waktu proyek
yang panjang. Lembaga keuangan memiliki keterbatasan sumber dana domestik
untuk membiayai proyek-proyek tersebut sehingga dukungan dana dari lembaga
keuangan global menjadi opsi yang tidak terelakkan. Kedua hal tersebut menjadi
kendala utama transisi menuju ke sistem keuangan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga keuangan perlu didukung
untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam pembiayaan proyek hijau. Selanjutnya
sektor keuangan domestik perlu diperluas aksesnya untuk memperoleh sumber
pendanaan global untuk membiayai proyek hijau namun dengan risiko yang tetap
terukur, baik dari sisi tingkat pengembalian (bunga), risiko kegagalan proyek, risiko

nilai tukar, maupun risiko yang bersifat konsesrkepada investor global.

Tabel 3.2. Implementasi Theory hange Pada Tingkat Kelembagaan

P%y{] ELASAN

en/project yang masih tinggi
gga keuangan untuk melakukan asesmen dan

KOMPONEN \ |

« Persepsi risiko terhada

» Rendahnya kapasitas't
monitoring green project

+ Keterbatasan sumber pembiayaan lembaga keuangan domestik dan
tingginya biaya perolehan dana jangka pendek.

« Kurangnya awareness terhadap peluang bisnis dengan melakukan

pembiayaan terhagi ﬁe'w) ject
gl

~Belum memlllkl‘; unfuk hadapi perubahan-arah pembangunan

TIA Bkegonj jgneil ke ekonomi hijal,>'ny 4 pi(GRVA

Aktivitast -Peningkatan kapasitas 1JK di bidang-peMblayaan-prevek hijau

Program » Akses terhadap sumber pembiayaan yang murah untu pembiayaan green
project jangka panjang

« Awareness atau kepedulian

- Keterlibatan pemangku kepentingan selain sektor keuangan

« Mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim (penciptaan demand)

« Mengembangkan strategi lembaga keuangan untuk menghadapi
perubahan arah pembangunan ekonomi menuju ekonomi rendah karbon.

« Memperkuat sisi penawaran sektor keuangan untuk pembiayaan green
project

» Meningkatkan kapasitas lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan
melakukan monitoring terhadap green project

« Mempeerkuat kepedulian terhadap upaya mitigasi dan adaptasi dampak
buruk perubahan iklim dalam jangka panjang

Hambatan

Hasil
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KOMPONEN PENJELASAN

« Memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan di dalam lembaga
keuangan, misal: pemegang saham dan karyawan.

» Mengurangi emisi GRK melalui peningkatan jumlah proyek hijau, misalnya
proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah,transportasi dan efisiensi
penggunaan energi, tata guna lahan, kehutanan dan pertanian

« Pembangunan ekonomi rendah karbon

 Terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan

Sumber: Hyoungkun Park dan Jong Dae Kim (2020)

Dampak

16. Strategi Penerapan Kebijakan Mitigasi Risiko Perubahan Iklim di Sektor
Keuangan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional
Perubahan tren global akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap
produk yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang perlu
segera diantisipasi oleh sektor jasa keuangan. Selain itu, minat investor untuk
berinvestasi pada produk hijau semakin meningkat. Untuk merespons permintaan

tersebut, maka dari sisi penawaran sekior keuangan harus mengembangkan

infrastruktur pendukung, antara lain gembangan produk dan skema inovatif

pembiayaan, pengembangan infrastr r teknologi dan informasi, peningkatan
kapasitas SDM industri keuangan dan pengembangan skema insentif prudensial
dan non-prudensial. Pengembanga al-hal" tersebut memerlukan dukungan
taksonomi hijau, ketersediaan data~dan kolaborasi di tingkat nasional antar
kementerian dan lembaga serta koordinasi dengan lembaga multilateral.

Dengan demikian, untuk menerapkan kebijakan dan program/kegiatan guna
memitigasi risiko perubahan |WWMlngkat sektoral dan kelembagaan

memerlukan strlaERJ sebagal berikut:
MANGRVA

a-Pembentukan EkOSIStem Keuangan Hijau
Suatu ekosistem adalah terintegrasinya komponen-komponen yang
dibutuhkan dan berjalan secara selaras untuk mencapai suatu tujuan.
Ekosistem keuangan hijau terdiri dari®*:
1) Kebijakan; menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk
mendukung keuangan berkelanjutan. Pemangku kebijakan baik di sektor
keuangan maupun non sektor keuangan memiliki peran penting untuk

menghasilkan kebijakan yang bisa dijalankan dengan baik.

8 Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Il (2021-2025)
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2) Produk; merupakan peranan utama dari IJK untuk mengembangkan/
inovasi berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
Pada sisi permintaan, sektor riil juga harus menciptakan permintaan
terhadap produk keuangan hijau tersebut. Pengembangan produk
disertai peningkatan permintaan pada akhirnya akan menciptakan sektor
keuangan yang lebih dalam dan likuid.

3) Infrastruktur Pasar; penyediaan infrastruktur teknologi dan informasi
yang mendukung keuangan berkelanjutan merupakan peran utama Bl
dan OJK sebagai otoritas kebijakan moneter dan otoritas kebijakan
keuangan. Beberapa contoh infrastruktur yang perlu disediakan oleh
otoritas misal: infrastruktur sistem pembayaran dan infrastruktur untuk
perhitungan jejak karbon (carbon calculator) yang dapat dimanfaatkan
oleh 1JK dan pelaku usaha (sektor riil). Ketersediaan infrastruktur dan
alat ukur jejak karbon sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan
transformasi sektor ketiang enuju keuangan berkelanjutan.

4) Koordinasi antar kementerien/lembaga (K/L) terkait; meningkatkan
koordinasi dan pertukaran rmasi antar kementerian/lembaga serta
pemangku kepentingan lain

5) Dukungan Non-pemerint dukungan dari sisi supply dan demand,
dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset dan universitas), lembaga
internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk
pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.

6) Sumber-bayaMan ng‘( Dlﬁ/liﬂn%h%embangkan Kapasitas internal dan
ekstlﬁa&l HM'&)rogram capacity builpfﬂﬁh'ﬂ(g'&:a r\r{e%if dap-terstruktur.
Pentfigkatan kualitas dan kapasitas SDM membuttiikanKeterlibatan
peran semua pihak, mulai dari sektor pendidikan/perguruan tinggi yang
menyediakan tenaga kerja, otoritas keuangan yang menetapkan standar
dan kualifikasi tenaga kerja dan pelaku usaha di sektor keuangan yang
menggunakan tenaga kerja tersebut untuk mendukung percepatan
transformasi menuju sektor keuangan yang berkelanjutan.

7) Kepedulian/Awareness; melalui pengembangan strategi edukasi dan
komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan,

pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.
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Pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan akan
mempengaruhi sisi permintaan maupun penawaran terhadap proyek hijau
yang lebih besar. Selanjutnya pembentukan ekosistem keuangan
berkelanjutan menyebabkan semakin jelasnya peranan dari masing-masing
pihak, baik dari pemangku kebijakan maupun dari sisi pelaku usaha di
sektor keuangan, untuk mempercepat proses transformasi menuju kearah
sektor keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Dari sisi 1JK, adopsi terhadap prinsip-prinsip ESG akan memberikan
panduan yang terstruktur dalam mengelola bisnis keuangan yang
berkelanjutan. Dengan penerapan ESG dalam penyusunan rencana bisnis,
manajemen risiko dan tata kelola, IJK akan menetapkan rencana bisnis
yang berorientasi pada ekonomi dan keuangan berkelanjutan antara lain
dengan pemilihan portofolio kredit dan investasi lainnya pada proyek-
proyek hijau. Dalam operasional |JK juga akan menerapkan prinsip
pelestarian lingkungan dengan menggunakan sumber energi dan alat-alat
penunjang operasional yangr h lingkungan.

Selanjutnya, mengingat mitigasis risiko perubahan iklim sangat erat
kaitannya dengan penerapa anajemen risiko maka IJK juga harus
senantiasa memenuhi standarmanajemen risiko yang berkelanjutan antara

lain sesuai dengan standar SO 31000.

b. Penyempurnaan Roadmap Keuangan Hijau

Berdasarkan has%‘?—i"yﬁiﬂmﬂi% implementasi transformasi sektor

keuar nesia. menuju ke keuanean hijau lew Jaris besar dapat

B FANTANAST MANGRVA ;
dnaksargkan—denganmenjalankan berbagal program. (Gambar 3.1)°%-.
Roadmap keuangan hijau yang dikembangkan oleh OJK secara umum
sudah memiliiki seluruh aspek yang dianalisis berdasarkan Theory of
Change. Namun, langkah dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut
masih memerlukan peningkatan untuk mempercepat proses dan menjamin
terlaksananya kebijakan yang dijalankan untuk mencapai tujuan

transformasi menuju ke sektor keuangan hijau.

8 Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Il (2021-2025)
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KEBIJAKAN / POLICIES - - - -
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Gambar 3.1 Roadk Keuangan Berkelanjutan OJK

waktu dan target wakt naan| program. OJK menetapkan pada
tahun 2025 sektor ke

program pembangunan'  eke I /hijua di Indonesia dan seluruh

la sudah siap untuk mendukung

pembiayaan untuk pembanguaan-berkelanjutan sudah bisa didukung oleh
sistem keuangan di Indonesia.

Roadmap OJK tersebut, perlu diperkuat pada tataran
iga-aspek utama yaitu: Pertama, aspek

*~-----a infrastruktur dan produk jasa keus ang akan
mendukung transformasi di tingkat pelaku usaha jasa keuangan di
Indonesia. Ketiga adalah terkait dengan aspek kepedulian masayarakat,
aspek ini lebih kepada proses edukasi masyarakat baik pelaku usaha
keuangan di sisi penawaran produk dan lapangan usaha di sektor riil yang

merupakan sisi permintaan dari sektor keuangan.

. Pengembangan Kebijakan Sektor Keuangan
Dari aspek pengembangan kebijakan sektor keuangan, roadmap
transformasi menuju ke keuangan hijau terdiri dari bidang analisis klasifikasi
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dan identifikasi (taxonomy) investasi hijau (green investment), integrasi
lingkungan, sosial dan tata kelola keuangan hijau, pengembangan insentif
yang dapat mendorong makin masifnya implementasi keuangan hijau serta
penetapan standar atau panduan praktis ekonomi hijau. Namun pada
tahapan pengembangan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa
tantangan dan hambatan yang dihadapi agar konsep taxonomy hijau
tersebut bisa mendukung

tercipta dan terjalankannya kebijakan

transformasi keuangan hijau. Tabel 3.3 adalah penjelasan dari tantangan

yang dihadapi dan opsi penyelesaian permasalahan yang

direkomendasikan untuk dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tabel 3.3. Tantangan, Opsi Penyelesaian dan Pemangku Kepentingan
Dalam Implementasi Kebijakan Transformasi Keuangan Hijau

\l

yélesajan Stakeholder

Belum terdapat - Menyepakati standar acuan indikator 0OJK, BIl, KLHK,
kesepakatan investasithijatt-berhasis kajian BRIN, KESDM,
mengenai standar akademis gai landasan akademik | Kementan dan
nasional yang dapat pengembangan regulasi untuk Uiversitas

menjadi acuan untuk
mengidentifikasikan

mengident
lebih bersi

si investasi hijau yang
rinciple based.

investasi hijau. Saat - Melibatkal baga terkait antara lain,
ini OJK telah OJKy Ban onesia, Badan Riset
menerbitkan dan Inova siopal (BRIN),
taksonomi hijau Kementert ingkungan Hidup,
namun taksonomi ini Kementerian ESDM dan kementan
masih banyak dan akademisi di Universitas dalam
diperdebatkan proses penyusunan standar acuan
karena indikator investasi hijau.

menggunakan prinsip

Menjalankan-siklus PDCA (Plan, Do,

OJK dan Bank

rule-based Checé‘ggd Mp standar yang | Indonesia
(berdasarkan ‘%1 implementasi

sektoralla

Usaha) | TAN HANP‘ MANGRVA )

Tietak semifia skema———Skema insentif dan dis-insentif-atau o 4 dan
insentii-pisa diterima regulasi dibuat sesuai dengan sektor berkoordinasi

oleh pasar. investasi yang membutuhkan dengan lembaga

Sebaliknya juga tidak
bisa menggeneralisir
penggunaan
regulasi.

Integrasi lingkungan,
sosial dan tata Kelola
membutuhkan
partisipasi dari
lembaga dan pasar
keuangan

pembiayaan sektor keuangan. Sektor
Lahan, pertanian dan kehutanan,
sektor energi, sektor transportasi,
sektor pengelolaan limbah, Laut dan
pesisir (blue economy)

Penerbitan Regulasi untuk mendorong
pengintegrasian keuangan hijau dalam
operasional perusahaan lembaga
keuangan.

Pelaksanaan program peningkatan
awareness yang masif ke masyarakat
sehingga keuangan hijau menjadi
“brand” penting dalam operasional
lembaga keuangan.

regulator terkait di
masing-masing
sektor.

OJK dan BI
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Bedasarkan Tabel 3.3, OJK dan BI berperan penting untuk
menciptakan kebijakan yang tepat untuk proses percepatan transformasi
menuju ke keuangan hijau, terutama terkait dengan standar nasional
investasi hijau sebagai acuan untuk menentukan proyek atau perusahaan

yang dianggap hijau sehingga dapat memperoleh insentif kebijakan.

d. Pengembangan Produk Jasa Keuangan

Ada dua aspek dalam program pengembangan produk jasa keuangan
hijau yaitu penyediaan infrastruktur®® dan inovasi produk. Tantangan utama
pada dua hal ini adalah pada permasalahan kesiapan dan kemampuan
SDM serta daya serap pasar terhadap produk keuangan hijau.

Keuangan hijau dan investasi hijau di negara yang memiliki sistem
keuangan yang belum cukup berkembang membutuhkan imbal hasil yang
menarik bagi investor dan lembaga keuangan khususnya perbankan.
Sementara pada sisi lain, lembaga keuangan seperti perbankan tidak

memiliki cukup sumber| daya yang memiliki kapasitas dan kemampuan

untuk menganalisis peluang rinvestasi di produk keuangan hijau.

Kesalahan dalam mengelol vestasi (asset) oleh perbankan bisa
menyebabkan kerugian bank ¢anpada akhirnya bisa menyebabkan
terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Solusi bagi permasalahan tersebut memerlukan campur tangan

regulator sektor keuangan dan komitmen pemerintah untuk bisa

meyediakan insentif y&ng‘ AUR,IM m%l inovasi produk keuangan hijau.

Insentifl—ﬁrﬁﬁkglut berfujsan untuk meninglﬁkan EWES dan kapabilitas
SHM | di-sekterkeuangan dalam mengetela d%ln memalifaatkan peluang

investasi hijau. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM secara
perlahan juga akan menurunkan persepsi risiko pelaku pasar di sektor
keuangan dan perbankan terhadap proyek hijau. Pada akhirnya ekosistem

produk keuangan dan pasar investasi hijau akan terbentuk dan mampu

8 Infrastruktur di sektor keuangan antara lain adalah ketersediaan jaringan teknologi informasi sebagai Hub keuangan hijau
dan ketersediaan pasar keuangan hijau (primer dan sekunder). Selain hal tersebut, ketersediaan alat analisis yang bisa
dimanfaatkan oleh lembaga keuangan dan bank, seperti carbon footprint calculator, panduan manajemen risiko berbasis
lingkungan dan alat analisis lainnya perlu disiapkan oleh pemnagku kepentingan untuk memudahkan transformasi menuju
keuangan berkelanjutan di tingkat lembaga keuangan.
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membiayai proyek hijau berskala besar. Inovasi pengembangan produk ini
dapat melibatkan bank BUMN yang dimiliki pemerintah sebagai pelopornya.

Keuangan berkelanjutan juga bertujuan untuk menciptakan sistem
keuangan yang inklusif dan memperluas jangkauan layanan keuangan.
Target utama skema ini adalah kegiatan ekonomi sirkular dan manajemen
limbah dengan pengembangan pembiayaan kecil, mikro dan ultra mikro.
Pada sisi hulu, ekonomi sirkular di Indonesia sangat terkait dengan
pemilahan sampah yang didominasi usaha mikro. Pelaku usaha di sektor
ini cenderung belum terlayani oleh sektor keuangan khususnya bank.
Pengembangan produk pembiayaan dan dukungan terhadap sektor
pengelolaan limbah ini memiliki potensi pasar yang sangat besar di
Indonesia. Efek lanjutannya adalah penciptaan akses keuangan yang lebih
luas khususnya untuk lapisan masyarakat yang memiliki kendala untuk

memperoleh layanan jasa keuangan formal.

. Peningkatan Kepedulian (Awarfness) |IJK dan Masyarakat

Kepedulian |JK dan masyarakat sangat penting untuk pengembangan
proyek hijau baik dari sisi demand maupun supply. Peningkatan permintaan
masyarakat didorong oleh adanya inovasi produk hijau dan kemampuan
lembaga keuangan serta —pemangku  keuangan lainnya untuk
mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya
proyek hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

Regulasi yang ada aaat |m @MKUP mendukung munculnya permintaan
untuk ?amma%aan Lproyek hijau, salah mat\uﬁ\ yg‘ ada{ah Perpres Nilai
EkonomirKarben. yang mengatur mengeriai pajak dan perdagangan karbon.
Berdasarkan mekanisme pajak karbon, pemerintah menetapkan tiga skema
yaitu: i) skema carbon tax yaitu seluruh emisi yang dihasilkan dikenakan
pajak; ii) skema cap and tax yaitu hanya emiter yang memproduksi emisi
melebihi batasan tertentu (cap) yang dikenakan pajak; dan iii) skema cap
and trade yaitu emiter yang memproduksi emisi melebihi cap diharuskan
membeli dari emiter yang memproduksi emisi dibawah cap. Bagi emiter
yang memproduksi emisi melebihi cap namun tidak bisa melakukan trading

keseluruhan kelebihan emisi, maka sisa emisi dikenakan pajak.
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Mekanisme teknis pajak karbon dan perdagangan karbon masih
dalam tahapan proses penyempurnaan sebelum diterapkan secara penuh
di Indonesia. Penerapan pajak karbon memerlukan dukungan sektor
keuangan untuk skema pembiayaannya. Momentum tersebut harus dapat
dimanfaatkan oleh regulator di sektor keuangan dan sektor teknis terkait
untuk mendorong berkembangnya green business. Sebagai contoh di
sektor kehutanan, mekanisme carbon offset dalam skema perdagangan
karbon dan pajak karbon akan menciptakan pasar besar bagi bisnis karbon.
Peluang ini harus segera direspon dengan menyediakan infrastruktur dan
regulasi yang dapat meningkatkan pembiayaan sektor perbankan terhadap
bisnis karbon, khususnya di sektor kehutanan. Saat ini izin usaha dengan
skema multi usaha kehutanan tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu,
namun juga termasuk untuk proyek-proyek Reducing Emission,
Deforestation and Degradation (REDD). Project REDD tersebut

membutuhkan investasi<yang bisa didanai oleh sektor keuangan dan

melibatkan masyarakat melal ema perhutanan sosial®* selain investasi
oleh perusahaan berskala bes

Meningkatnya permintaan pasar dan kepastian regulasi di bisnis
perdagangan karbon diharapkan“dapat meningkatkan awareness lembaga
keuangan untuk membiayai proyek-proyek perdagangan karbon di sektor
kehutanan. Dengan demikian awareness tidak hanya muncul dari program-
program kampanye, sosiatisasi dan kemunikasi yang dikembangkan oleh

regulatox:ii sektor keua%g‘nﬁ\amunj tapat didoro\?g dengan kepastian
regula;ll— da'l\élhﬁnbk&]isme pasar. MANGR A

f. Koordinasi Kebijakan Lintas Sektoral Untuk Mendukung Transformasi
Sektor Keuangan

Mitigasi risiko perubahan iklim membutuhkan keterlibatan seluruh

pemangku kepentingan baik di sektor keuangan maupun sektor riil serta

elemen-elemen bangsa lainnya.

84 Skema perhutanan sosial didukung dengan adanya direktorat jenderal khusus yang mengelola perhutanan sosial di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan perpres No. 92 tahun 2020 pasal 31.
8 Saat ini disektor kehutanan, Indonesia adalah penghasil carbon offset terbesar di dunia melalui skema project REDD.
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Dari sisi otoritas sektor keuangan, diperlukan koordinasi kebijakan
yang bersifat insentif bagi pembiayaan hijau atau disinsentif bagi
pembiayaan non hijau serta upaya-upaya untuk evaluasi atau
penyempurnaan kebijakan yang selama ini dianggap menghambat
pertumbuhan pembiayaan hijau. Tanpa adanya koordinasi kebijakan, tidak
akan ada daya dorong yang lebih besar bagi IJK untuk segera bertransisi
pada sektor hijau karena industri akan senantiasa berlindung dibalik
anggapan risiko tinggi pada proyek-proyek hijau tersebut.

Sejauh ini pembahasan mengenai dampak perubahan iklim terhadap
sektor keuangan belum dilakukan secara mendetil sampai pada tataran
koordinasi kebijakan. Masing-masing otoritas masih melakukan identifikasi
masalah dan mengeluarkan kebijakan masing-masing untuk merespon isu
perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan terhadap jalannya pembahasan
di KSSK, terlihat bahwa masing-masing lembaga masih menahan diri untuk

mengeluarkan kebijakanyang

tnyaiebih transformatif mengingat masih
diperlukan pengukuran secar endalam terhadap dampaknya terhadap
ketahanan sistem keuangan.sUniukgitu diperlukan adanya penyamaan
persepsi dan perubahan mindsetpada otoritas sektor keuangan agar dapat
bergerak bersama-sama men@aran pada ekonomi dan keuangan hijau
yang lebih terstruktur dan lebih intensif.

Dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK terdapat program

M

pelaksarRan monitoriné)Jé‘n evaiia ﬂogram. Naml,{?, gugus tugas yang
bersifa—tr syn!éWakan sulit untuk Mmerées ipaplementasi

transfermasi sektor keuangan menuju keuangan yang berketanjutan. Pada

utama untuk membentuk Gu&uls TU?V?S Keuangan Berkelanjutan Nasional,
S

bagian ini, kami mengusulkan sebuah skema koordinasi tingkat nasional
yang lebih kuat untuk menjamin terciptanya ekosistem keuangan
berkelanjutan pada tahun 2025 (Gambar 3.2).

Pelaksanaan koordinasi kebijakan memiliki ruang lingkup yang luas,
baik pada tingkat sektoral dan antarsektor. Pada tingkat intrasector
keuangan (Kemenkeu, Bl, OJK dan LPS) perlu koordinasi yang lebih baik
dalam hal mitigasi risiko dalam masa transisi menuju keuangan hijau. Pada

tingkat intersector, K/L yang memiliki peran sebagai regulator pada sektor
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ril seharusnya berkolaborasi dan saling mendukung dengan sektor
keuangan sehingga kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
hijau menjadi lebih solid serta menghindari tumpang tindih (overlap) atau
justru kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

OTORITAS SEKTOR KEUANGAN

o KEMENKD BIDANG PEREKONOMIAN ATAU
Otoritas Fiskal . KEMENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Regulator Sektor Riil:
Kementerian PPN/Bappenas

*  Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

*  Kementerian Energi dan SDM

P :*  Kementerian Keuangan

6]\ onoRms ¢ *  Kementerian Perhubungan
(| EUANGAN : i *  Kementerian Kelautan dan Perikanan

: ¢ * Kementerian Pertanian
*  K/L Pendukung Lain

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMITE

STABILITAS
KSSK B SISTEM

KEUANGAN

@ BANK INDONESIA

Otoritas Moneter, Sistem

— Dtoritas Pengawas
Mp:l:‘r‘:;ry:dr::sﬁl x‘ E?ﬁ;ﬁﬁ?ﬁ Industri Jasa Keuangan :
| Non Regulator: Lembaga Riset, Perguruan Tinggi,
................................................ : : e Korporasi
)
LEMBAGA KOORDINASHBAD X TINGKAT PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
Gambar tar Lembaga
Untuk Sektor Keuangan

1) Perlu Adanya Leading Institution Pada Masing-masing Sektor

Keuangan dan Sektor Riil

|skal dan
41. diketuarkan oleh

tor IJK, demikian pula sebaliknya kebijakan ya
regulator IJK juga harus mendapat dukungan oleh regulator kebijakan
fiskal dan moneter.

Sebagai ilustrasi beberapa permasalahan yang memerlukan
dukungan kebijakan yang harus dikoordinasikan dengan seluruh
pemangku kepentingan di sektor keuangan adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Dana Jangka Panjang: Sumber pembiayaan sektor
keuangan di Indonesia sebagian besar bersumber dari dana
masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang sifatnya jangka
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pendek. Sebagai konsekuensinya kapasitas sektor keuangan untuk
pembiayaan proyek skala besar relatif jadi rendah dan berbiaya
mahal. Data pada Lampiran 3 (Komposisi DPK Perbankan)
menunjukan bahwa sekitar 50% dari DPK bersumber dari tabungan
dan deposito masyarakat perseorangan yang bisa ditarik setiap saat.
Selanjutnya pada tahun 2021 sekitar 32.4% merupakan DPK
korporasi. Artinya lebih dari 80% DPK perbankan memiliki risiko
likuiditas tinggi bagi sektor perbankan®. Kebijakan mendorong
pembiayaan proyek hijau yang cenderung berskala besar dan
berjangka panjang dengan profil sumber dana perbankan saat ini
berpotensi meningkatkan risiko stabilitas keuangan.

b) Risiko Penggunaan Utang Luar Negeri: Utang luar negeri dapat
menjadi solusi bagi masalah keterbatasan dana domestik. Namun
penggunaan dana luar negeri memiliki risiko nilai tukar dan

permasalahan currency mateh (sumber dana perbankan dari luar

negeri, hamun pendap kredit dalam nilai rupiah) serta risiko

sovereign dalam hal ter default. Penggunaan utang luar negeri

pada umumnya memiliki persyaraian yang tidak ringan dan seringkali

menyebabkan hilangn independensi  manajemen lembaga
keuangan. Sumber pembiayaan hijau yang bersumber dari dana
global biasanya dikelola oleh lembaga keuangan global seperti Bank
Dunia, Bank Pembangunan Asita-dan Bank Pembangunan di negara
maju Ialnnya sep@n‘jerman %p%ng Belanda dan.Inggris. Negara-
neé%ra MlN@%n negara donor senMPaNﬁengléltkan persyaratan
ptfjaman yang diberikan dengan kebijakan dan ‘arafl-pembangunan
yang diinginkan dari negara penerima.

c) Kendala Peraturan Perbankan: Perbankan harus mematuhi
peraturan mengenai Legal Lending Limit atau Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK). Sebagai industri yang sangat ketat
pengaturannya (highly regulated industry), aturan BMPK membatasi

jumlah kredit atau pembiayaan yang boleh dilakukan oleh perbankan

% Risiko likuiditas merupakan risiko dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah/pihak ketiga, antara
lain karena perbedaan jatuh waktu antara sumber dana jangka pendek namun kredit yang diberikan berjangka panjang.
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pada sebuah proyek, relatif terhadap modal bank tersebut®”. Aturan ini
bertujuan untuk membatasi risiko kegagalan kredit bank yang
berdampak pada permodalan. Melonggarkan aturan BMPK untuk
mendukung pembiayaan hijau dapat mengancam tingkat kesehatan
bank. Pembiayaan terbesar untuk tranformasi menuju ekonomi
rendah karbon atau ekonomi hijau berasal dari program transisi ke
EBT. Berdasarkan data (lihat lampiran 3), pembiayaan proyek EBT di
Indonesia dibiayai dengan menggunakan sumber dana pinjaman dari
LN, utamanya dari World Bank dan ADB. Skala proyek yang
menggunakan dana pinjaman luar negeri dari kedua lembaga
keuangan global tersebut mencapai USD600 juta atau setara dengan
Rpl0triliun. Risiko dan jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut
menyebabkan sulitnya mendapatkan sumber pembiayaan dari sektor
perbankan. Beberapa bank besar, khususnya Kelompok Bank

Berdasarkan Modai“Inti

MI) 4 merupakan kandidat utama yang
bisa menjadi sumber p
KBMI 4 adalah bank den

Januari 2022%° hanva te

layaan proyek EBT di Indonesia. Bank
medal inti minimum 70 triliun®, Data per
at 4" Bank yang masuk kategori KBMI 4
yang keempatnya me i~ modal inti lebih dari Rpl00 triliun.
Sedangkan jumlah bank yang berada pada klasifikasi KBMI 3 yaitu
modal inti minimum antara Rp14triliun - Rp70triliun sebanyak 12 bank,
KBMI 2 dengan _medal infi mlnlmum antara Rp6triliun — Rp14triliun
sebanyak 16 bankQXPl S|sanyan45%ank berada dalam KBMI 1 dengan
modal HAN& pawah Rp6tr|||urMAINs@rbata an _permodalan
menyebabkan sulitnya sebuah bank mendanai préyek-investasi hijau
berskala besar dan jangka panjang.
Ketiga isu tersebut masih memerlukan solusi yang perlu dianalisis
lebih mendalam melalui berbagai kajian, baik dalam bentuk simulasi
stress testing terhadap sistem keuangan (peran otoritas moneter melalui

kebijakan makroprudensial), dampaknya terhadap kondisi sektor

87 Saat ini aturan BMPK yang ditetapkan oleh OJK a yaitu POJK No. 32/POJK.03/2018 dan POJK No. 38/POJK.03/2019
adalah 25% dari modal inti untuk pembiayaan kepada pihak tidak terkait, 10% dari modal bank untuk pembiayaan kepada
pihak terkait dan 30% dari modal bank untuk pembiayaan kepada BUMN untuk tujuan pembangunan

8 POJK No 12/POJK.03/2021 pada 30 Juli 2021

8 Otoritas Jasa Keuangan, data diolah
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keuangan dan tingkat kesehatan lembaga keuangan (peran otoritas
sektor keuangan) dan dampak terhadap kondisi perekonomian secara
keseluruhan dan anggaran pemerintah (peran otoritas fiskal).
Keterlibatan para pihak diluar sektor keuangan diperlukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu terobosan yang dilakukan
oleh pemerintah saat ini adalah pembentukan lembaga pembiayaan
infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang
merupakan BUMN yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur skala
besar. Namun penggunaan lembaga perantara keuangan seperti PT SMI
menyebabkan sektor keuangan hanya berperan di pembiayaan proyek
ekonomi hijau dalam skala kecil dan menengah. Perlu ada transisi yang
lebih cepat untuk mendorong berkembangnya pembiayaan ekonomi
hijau oleh lembaga perbankan domestik.

Inovasi regulasi sektor keuangan yang dapat mempercepat transisi

menuju keuangan hijau jaci - hal yang harus segera dilakukan.

Inovasi regulasi tersebut ara lain misalnya dengan memberikan

skema insentif bagi kelomp anksdalam pembiayaan proyek investasi
hijau skala besar. Konsorsi embiayaan perbankan perlu dipermudah
mekanismenya. Selanjutny tuk bank-bank berskala menengah kecil,
dapat diarahkan untuk meningkatkan skema pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM). Prioritas penerima kredit mikro bersubsidi
adalah jenis usaha yang ramah linokungan dan bahkan berdampak pada
pengurangan entis) M iiisalilya ﬁ"saha daur ulang limbah, pertanian
organlk e%ﬁ%ﬁ dan lain-lain. MANG VA

thovasi regulasi tersebut dapat juga berupa ‘preses Sinkronisasi
peraturan yang solid untuk menjamin stabilitas sektor keuangan.
Sinkronisasi regulasi di sektor keuangan dengan sektor riil bisa
mendorong pelaku usaha di sektor keuangan untuk menangkap peluang
pembiayaan hijau. Pada saat ini berdasarkan hasil analisis literatur yang
kami lakukan, terdapat berbagai program yang tumpang tindih antar K/L.
Sebagai contoh, KLHK dan Bappenas sama-sama mengeluarkan
dokumen roadmap untuk proses percepatan transformasi menuju

pembangunan berkelanjutan. KLHK mengeluarkan dokumen roadmap
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NDC sebagai dokumen yang mendukung komitmen Indonesia terhadap
PA. Selanjutnya Bappenas juga mengeluarkan dokumen transformasi
ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Pada sektor keuangan, OJK
sudah mengeluarkan roadmap untuk transformasi keuangan hijau,
sementara dokumen tersebut tidak secara eksplisit melibatkan peran Bl
dan Kemenkeu sebagai komponen utama dalam KSSK. Koordinasi
dalam KSSK yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan sangat
penting, mengingat adanya trade-off antara kecepatan transisi ke

keuangan hijau dengan potensi risiko stabilitas sektor keuangan.

2) Strategi Implementasi Kebijakan di Sektor Riil
Dari sektor riil, terdapat tujuh sektor prioritas untuk transformasi
ekonomi hijau yaitu transisi energi, transportasi bersih, hutan lestari,
pertanian dan lahan berkelanjutan, sumber daya air berkelanjutan,

biru untuk pesisir dan laut berkelanjutan. Langkah terobosan perlu

ekonomi sirkular dalam peng?:olaan sampah dan limbah dan ekonomi
diwujudkan untuk mengatasy hambatan dan tantangan, di samping
eksekusi yang tepat, 'segera tan efektif. Setiap sektor tersebut dapat
menyumbang bagi terwujudnya fndonesia Hijau, Tumbuh dan Merata
Berkelanjutan dengan syarartxéksploitasi SDA tersebut tidak melampaui
daya dukung alam.

Pada sektor riill K/L _terkait adalah KLHK, Kementerian
PPN/Bappenas, Kaméﬁtéwﬁrﬂﬂ P,é;ggnian, Kementerian Energi dan
Surﬁ}bé\r?ﬂppy}@\h Miperal (ESDM), Kemen@ﬂgﬁrﬂ}ﬁéﬁﬁ&bﬁngan, Keémenkeu,
KemWienterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan legibaga tain seperti
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Perguruan Tinggi. Seluruh
komponen ini baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki
otoritas untuk mendukung sektor riil menciptakan permintaan terhadap
pembiayaan ekonomi hijau ataupun investasi hijau di sektor keuangan.

Sebagai contoh, KLHK berkoordinasi dengan Kementrian ESDM
berwenang untuk menetapkan standar proyek hijau dan standar indikator
penurunan emisi GRK. Contoh berikutnya Kementerian ESDM

berwenang untuk mengeluarkan regulasi yang mendorong percepatan
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transisi ke EBT, berkoordinasi dengan otoritas sektor keuangan dari
aspek pembiayaan investasinya. BRIN berperan besar dalam riset dan
pengembangan proyek hijau serta melakukan monitoring dan evaluasi
dampak akhir dari keuangan hijau berdasarkan kaidah ilmiah yang
handal yaitu berkurangnya intensitas emisi GRK dalam setiap aktivitas
antropogenik dalam perekonomian. Bappenas berperan besar dalam
menentukan skala prioritas arah pembangunan dan proyek ekonomi
hijau bekerja sama dengan otoritas sektor keuangan. Mengingat
banyaknya K/L yang berkepentingan dan terlibat dalam masalah
pertumbuhan ekonomi hijau baik dari sektor ril maupun sektor
keuangan, maka keberadaan suatu mekanisme koordinasi level nasional
menjadi sangat penting sebagai suatu cara untuk menyelaraskan
berbagai kebijakan dan strategi.

Skema koordinasi tingkat nasional dimaksud adalah koordinasi
intra-sector dan intersector dar seluruh sektor terkait (sektor keuangan
dan sektor riil). Pada usulan silusi ini, Kementerian Koordinator Maritim
dan Investasi atau Kemenk‘ Peiekonomian dapat ditunjuk sebagai
leading institution di sektor rfill, sementara Kemenkeu sebagai leading
institution di sektor keuangan: Peranan leading institution ini adalah
untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar lembaga pemerintah yang

menjadi otoritas kebijakan di sektornya masing-masing.

3) Koordinasi Lintas Sﬁktor\q M’ga;rg Sektor Keuangan dan Sektor Riil
“Padﬂ, Iakhquya Koordinasi dan ﬂl,<olab ra@j m@njadl kata kunci
keberhasitan-uniuktransformasi guna memmga3| nsnko pergbahan iklim.
Berdasarkan skema yang kami usulkan pada gambar 3.2, perlu ada
lembaga yang berada pada tingkat kantor Presiden/Wakil Presiden yang
mengkoordinir sinkronisasi kebijakan di sektor keuangan dengan
kebijakan di sektor riil. Sebagaimana kita ketahui bersama Indonesia
pernah mengalami krisis keuangan yang berdampak masif pada tahun
1998. Biaya untuk mengatasi krisis keuangan tersebut sangat mahal.
Risiko perubahan iklim dan dampak negatifnya harus dimitigasi secara
orderly (garis waktu yang terukur), tidak terlambat namun tidak juga
tergesa-gesa. Jika terlalu lambat maka biaya investasi dan dampak
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kerugian pada lingkungan menjadi semakin besar. Namun jika terlalu
tergesa-gesa maka dikhawatirkan stabilitas sistem keuangan yang akan
terganggu dengan segala implikasinya.

Sebagai referensi, Indonesia memiliki badan khusus untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim
lintas sektor di tingkat pusat (dibawah koordinasi Wakil Presiden). Tim ini
bertugas menyinergikan kebijakan dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan di berbagai K/L serta melakukan pengawasan dan
pengendalian dalam pelaksanaannya®. Pola yang serupa juga dapat
diterapkan dalam koordinasi kebijakan antara sektor riil dan sektor
keuangan untuk memitigasi risiko perubahan iklim secara nasional.

Koordinasi pada tingkat kantor Presiden atau Kantor Wakil
Presiden berfungsi untuk mengatasi apabila terjadi kebuntuan koordinasi

lintas sektor. Prosestrans

asi keuangan hijau adalah bagian dari
proses transformasi ekon hijau di Indonesia. Meningkatkan level
koordinasi antar lembaga atalafy strategi yang sangat disarankan
sebagai solusi untuk menjamin adanya sinkronisasi dan harmonisasi

kebijakan antar lembaga n a.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA

9 hitp://www.tnp2k.go.id/about/about-tnp2k, diunduh 10 Juni 2022
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BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Risiko perubahan iklim merupakan suatu fakta yang harus dihadapi secara
global. Kerugian fisik dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, sehinggaupaya
mengatasi risiko perubahan iklim tersebut harus dilakukan secara koordinatif dan
kolaboratif, tidak hanya pada level nasional tetapi juga level global. Transisi menuju
ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan merupakan satu-satunya strategi
global untuk memitigasi risiko perubahan iklim.

Sektor keuangan sangat berkepentingan terhadap risiko perubahan iklim
mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.
Peningkatan peran sektor keuangan dalam mitigasi risiko perubahan iklim dapat
dilakukan terutama dengan menjadikangiiSike perubahan iklim dan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan sebagal dasar pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan dan operasional. Perubahan mindset ini akan sangat mempengaruhi
kerangka kebijakan dan strategi operasional sehingga diharapkan dapat
meningkatkan alokasi pembiayaan-terhacap proyek-proyek hijau secara bertahap
hingga mencapai jumlah yang paling oprt'ixmal. Penerapan prinsip-prinsip ESG dalam
rencana bisnis, manajemen risiko dan tata kelola akan memberikan panduan
operasional dalam perubahan mindset tersebut.

Kebijakan dan Iangkah-lqg@@ahEiamn’gﬁ?l,:mg(us diambil oleh sektor keuangan
dalam'preses fﬁé‘hwﬁmﬁ guRa/memitigasi risikoﬂgﬁgﬁq@éﬁu‘kﬁm adatah dengan
mengembandgkan kerangka kebijakan yang mendukung transisi ke keuangan hijau
sehingga dapat mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan hijau,
meningkatkan kapasitas IJK dan dukungan teknis untuk meningkatkan alokasi
pembiayaan proyek hijau guna mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, meningkatkan awareness atau kepedulian melalui program edukasi
dan sosialisasi baik di lingkup sektor keuangan maupun non sektor keuangan agar
masyarakat mampu memanfaatkan momentum transisi menuju keuangan hijau dan
pembangunan berkelanjutan serta melibatkan peran seluruh pemangku

kepentingan untuk mendukung transformasi di sektor keuangan.
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Penerapan kebijakan transformasi sektor keuangan dalam mitigasi risiko
perubahan iklim membutuhkan strategi yang bersifat lintas sektoral dan berskala
nasional. Kebijakan pada sektor keuangan perlu diperkuat dengan kebijakan pada
sektor riil untuk mendorong percepatan peningkatan permintaan pembiayaan hijau.

Mewujudkan ekosistem keuangan berkelanjutan guna memitigasi risiko
perubahan iklim tidak dapat dilakukan secara business as usual. Sense of crisis dari
seluruh pemangku kepentingan harus ditingkatkan dan diinternalisasikan dalam
aspek kebijakan dan operasional karena risiko perubahan iklim sangat besar
dampaknya bagi Indonesia. Apabila model koordinasi dan kolaborasi ini berjalan
dengan baik maka akan menjadi kontribusi yang nyata terhadap peningkatan

ketahanan nasional terhadap risiko perubahan iklim.

18. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas, beberapa rekomendasi yang
dapat disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:
1) Presiden: ’-L
a. Memerintahkan pembentukan model'  dan mekanisme koordinasi antar
seluruh kementerian/lembaga terkait di sektor riil dan sektor keuangan.
Model koordinasi nasional sebagaimana Gambar 3.2 diperlukan untuk
mempertegas keteriibatan selafth pemangku kepentingan dalam mitigasi
risiko perubahan iklim. Pada setiap sektor, perlu ada leading institution yang
melakukan harmonisasi/sinkronisasi dan/atau mengintegrasikan berbagai
kebijakan dan untuk SeIanjutﬁy@,ﬂu@oordlna&kan pada level yang lebih
tinggi rxrsahwar Rada,\level Presiden atas V\ﬁarl-l\ﬁl? e‘_s‘;den,\Model yang dapat
chadopst mlsalnya pola’pembentukan TNRP2K yangberada di bawah kantor
Wakil Presiden. Pentingnya membuat model nasional ini adalah untuk
menghindari adanya duplikasi, tumpang tindih, atau tidak sinkronnya
kebijakan antar sektor mengingat isu risiko perubahan iklim telah menjadi
isu global yang harus direspon secara terpadu.®!
b. Menunjuk kementerian/lembaga pada sektor riil untuk menjadi leading

institution yang bertanggung-jawab menyusun roadmap nasional yang telah

%1 Di dalam Perpres mengenai NEK sebenarnya sudah ada Dewan Pengarah NEK, namun tidak ada unsur dari otoritas sektor
keuangan padahal untuk dapat mengoperasionalkan perdagangan karbon dibutuhkan adanya platform yang difasilitasi oleh
sektor keuangan.
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mengintegrasikan seluruh potensi ekonomi hijau, sekaligus menjadi
narahubung bagi otoritas di sektor keuangan.

c. Menerbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih operasional (dapat berupa
Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden) untuk memerintahkan kepada
seluruh elemen negara termasuk masyarakat umum agar menjalankan
kegiatan-kegiatan yang mendukung sustainable development goals baik
pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya
peraturan pelaksanaan pada level mikro dapat menjadi indikasi keseriusan
Pemerintah dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan dan
mendorong masyarakat untuk senantiasa meningkatkan awareness
terhadap risiko perubahan iklim. Di samping itu, Presiden perlu pula
menetapkan pembagian tangoung jawab untuk pencapaian NDC atau
komitmen Paris Agreement kepada seluruh komponen pemerintahan.

2) Otoritas Sektor Keuangan (Kementerian Keuangan, Bl, OJK):

a. Sesuai dengan pembahasan pada Swustainable Finance Working Group
(SFWG) dalam forum G-20, ot s sektor keuangan perlu menyusun suatu
peraturan yang terpadu untuk: eminta komitmen sektor keuangan untuk
menurunkan emisi karbon; i) inta’ lembaga keuangan untuk mengukur
emisi karbon sesuai denga andar global yang meliputi emisi dari
debitur/proyek yang dibiayai harus diakui sebagai emisi karbon 1JK secara
proporsional; dan iii) mewajibkan lembaga keuangan untuk memublikasikan
komitmen dan realisasi-emisi yan,%‘dihasilkan.

b. Membentuk SekretariQH er@amziw'ﬂntuk melakukan. kajian secara
menda_llél'?\nNrHeﬂdUrﬁ%i dampak risiko peM%%@lﬁ(Yrﬁ\ terhadap sektor
keuanigah, merumuskan permasalahan dan mengusutkan formulasi
kebijakan terintegrasi serta menyediakan dukungan bagi rekomendasi
SFWG sebagaimana huruf a di atas (a.l. kalkulator karbon, pusat data hijau)
agar lembaga jasa keuangan dapat melaksanakan rekomendasi SFWG.

c. Secara bersama-sama melakukan penyempurnaan terhadap taksonomi
hijau yang telah diprakarsai oleh OJK dan dikoordinasikan dengan leading
institution di sektor riil agar dapat digunakan segera oleh 1JK sebagai acuan
proyek hijau tanpa menimbulkan disrupsi bagi sektor unggulan penunjang
ekonomi nasional secara drastis. Sebagai pengganti prinsip rule-based



57

yang sudah disusun terlebih dahulu atas dasar sektor usaha, perlu
dieksplorasi penggunaan metode taksonomi yang bersifat principle based
yaitu menilai aktivitas hijau sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan
emisi dibawah threshold tertentu sesuai roadmap menuju target Paris
Agreement. Berbeda dengan taksonomi rule-based yang menetapkan
sektor tertentu adalah sektor hijau atau non hijau (misal sektor
pertambangan batubara), dengan principle-based ini maka debitur/proyek
dikelompokkan menjadi i) debitur/proyek dengan emisi rendah; ii)
debitur/proyek dengan emisi tinggi; iii) debitur/proyek yang dihindari.
Penggunaan taksonomi yang bersifat principle-based juga dapat
mendorong inovasi penggunaan teknologi untuk menciptakan proses bisnis
yang mengurangi emisi. Penggunaan emisi sebagai patokan disebabkan
investor (dalam hal ini IJK) harus mengakui emisi debitur /proyek yg dibiayai
sebagai emisi dari investor/IJK dan harus dipublikasikan®?.

d. Masing-masing Otoritas mengidentifikasikan dan mengevaluasi kebijakan-

kebijakan eksisting vyang sifat | kontraproduktif terhadap upaya

mendorong terciptanya ekosi kewangan hijau, misal kebijakan yang
memberikan insentif bagi‘proy: onzhijau.
e. Masing-masing Otoritas mer skan kebijakan yang dapat mendorong
meningkatnya pembiayaan pada proyek hijau baik secara langsung melalui
pemberian kredit ataupun kebijakan yang mendorong lembaga jasa
keuangan untuk menginternalisasikan. risiko perubahan iklim dalam
rencana hisnis danD&‘)ee\asioMnMﬁ. Sebagai~ contoh: Bl dapat
menge[;%rblahl &Nj&kan pengaturan makr%&%ﬁs%}{ﬁtuk mehgarahkan
porteielio kredit perbankan dalam persentase tertentu tériradap total kredit
yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam merumuskan
persentase portofolio kredit ini, Bl berkoordinasi dengan OJK. Demikian
pula, OJK dapat mengkaji pembatasan BMPK atau legal lending limit untuk
pembiayaan proyek hijau dengan kriteria tertentu untuk tetap menjaga
tingkat kesehatan dan profil risiko perbankan. Kementerian Keuangan

dapat mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif perpajakan bagi

92 International Standard Organization (ISO) 14064-1. 2018. Greenhouse gases- Part 1. Specification with Guidance at the
Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. Second Edition (2018-
12)
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lembaga jasa keuangan yang menyalurkan kredit bagi proyek-proyek hijau.
Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbankan
merupakan penghasil emisi karbon terbesar yang berasal dari emisi karbon
debitur yang diakui oleh bank®:.

f. Bersama-sama dengan IJK mengembangkan inovasi produk dan jasa
keuangan hijau antara lain instrumen surat berharga hijau.

g. Membangun, mengembangkan, mengintegrasikan dan memelihara
platform perdagangan instrumen keuangan hijau dan infrastruktur lainnya.
Sebagai contoh: Bl telah membangun kalkulator jejak karbon (Kalkulator
BIJAK) yang dapat digunakan oleh 1JK dan korporasi untuk mengukur emisi
karbon yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya. Publikasi kalkulator jejak
karbon ini dikoordinasikan dengan KLHK.

h. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama untuk meningkatkan
kepedulian 1IJK dan masyarakat terhadap risiko perubahan iklim dan
dampak terhadap stabiliias se kauangan.

3) Pelaku Industri Jasa Keuanga erbankan, Pasar Modal, IKNB)

a. Meningkatkan kemampuan kapasitas internal dalam menganalisis
peluang investasi pada proyek hijau

b. Mengidentifikasi peluang unt endapatkan sumber pendanaan murah
termasuk inovasi produk/jasa keuangan

c. Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia untuk memahami potensi
bisnis proyek hijau dan anaIIS|s kelayakan usaha.

d. Menmgkatkan keterhbagr‘—‘ pada e omkﬂam circular economy sebagai salah
satu pelﬁ\anéﬁﬂslﬂlg‘perbankan hijau. CMMgcono%y sebagai suatu
aktivitas™ bisnis yang mengupayakan zero waste masth—membutuhkan
pendampingan dan pendanaan karena skala ekonomi yang masih terbatas
(belum meluas pada aktivitas ekonomi masyarakat). Apabila pelaku industri
sektor keuangan turut terlibat dalam replikasi kegiatan circular economy,
maka skala penerapan diharapkan semakin meluas.

e. Mengarahkan corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan

pelatihan/edukasi/sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan

% 1S0 14064-1. 2018. Op.cit
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kepedulian terhadap masalah lingkungan melalui aktivitas bisnis berbasis
komunitas (IKM/UMKM) yang ramah lingkungan.

Demikian TASKAP ini disusun, tentunya masih sangat jauh dari kata
sempurna. Saran dan masukan dari pembaca akan sangat berguna sebagai bahan

kajian lebih lanjut untuk perumusan kebijakan keuangan hijau ke depan.
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https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx
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https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunanrendah-karbonpergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunanrendah-karbonpergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia
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Sektor Keuangan Guna Memitigasi Risiko

Lampiran 1: Alur Pikir Transformasi

Perubahan Iklim Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional
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Lampiran 2: Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan

Nominal (Rp T) DPK (%, yoy) Pangsa (%) Kontribusi (%, yoy)
Golongan Pemilik
e T e e e L

Bukan Penduduk 19,69 39,10 0,78 0,97 0,14 0,31
Pemerintah BUMN 420 511 12,93 21,67 6,30 6,83 0,80 1,37
Pemerintah Non BUMN 376 412 1,09 9,52 5,65 551 0,07 0,54
Perseorangan 3.583 3.733 10,58 4,18 53,75 49,91 5,72 2,25
Swasta IKNB 291 325 14,31 11,53 4,37 4,34 0,61 0,50
Korporasi 1.943 2426 13,21 24,88 29,14 32,43 3,78 7,25

12,21

Sumber : Bank Indonesia
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Lampiran 3: Daftar Proyek Energi Terbarukan dan Sumber Pendanaan

Sumber Pembiayaan World Bank Group.

Approval | Amount | Fiscal | Institution Project Name Direct
Date (Million Year Beneficiaries
USD)
26/09/2019 150.00 2020 IBRD Indonesia Geothermal Resource Risk PT SARANA MULTI
Mitigation Project (GREM) INFRASTRUKTUR
(Persero)
15/02/2019 50.00 2019 IFC Riau IPP PT MEDCO RATCH
POWER RIAU
24/03/2017 2017 IBRD Indonesia Infrastructure Finance Facility — | PT INDONESIA
200.00 Additional Financing INFRASTRUCTURE
FINANCE
22/04/2016 2016 IBRD Power Distribution Development Program- | PT PLN
500.00 for-Results
01/12/2015 500.00 2016 IBRD Indonesia Energy Sector Development Gol
Policy Loan (DPL)
Sumber Pembiayaan ADB yang Bekerjasama Dengan BUMN
Approval Closing Project ID | Project Name Entities Amount
Date Date (mn USD)
2-Dec-15 16-Sep-20 49080-001 | Electricity Grid Strengthening PT. Perusahaan 600
Listrik Negara
(Persero)
14-Sep-17 30-Jun-22 50016-001 Energy Access in PT. Perusahaan 600
onesia-Electricity Grid | Listrik Negara
nt Program (Persero)
28-May-20 | Active 52282-001 | Power Generation PT Geo Dipa Energi
(Persero) 300
24-Nov-20 | 30-Jun-26 51114-00% Energy Access in PT. Perusahaan 600
onesia Electricity Grid | Listrik Negara
Development Program Phase 2 (Persero)
Sumber Pembiayaan ADB yang Bekerjasama dengan Swasta
Approval | Project ID | Project Name Company Amount | Energy Province
Date (mn Source
oHARMMA USD)
7-Dec-16 50156_00“ Muara L abbh Geethrermat—P+-SUpréme i R?\(}R Geothermal West
je6t Energy r b Sumatra
HAN, EreOMANG
29-Nov=17 | 51269-001 | Eastern Indonesia PT Energi Bayu 120,08 Wind South
Renewable Energy Jeneponto Sulawesi
Project (Phase 1)
23-Mar-18 | 50330-001 | Rantau Dedap PT Supreme 177.50 Geothermal South
Geothermal Power Project | Energy Rantau Sumatra
(Phase 2) Dedap
11-Apr-18 | 51209-002 | Eastern Indonesia PT Infrastruktur 13.39 Solar North
Renewable Energy Sulawesi,
Project (Phase 2) NTB
29-Aug-18 | 51112-001 | Jawa-1 Liquefied Natural PT Java Satu 370.00 Natural West Java
Gas-to-Power Project Power Gas
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Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

NAMA KANDIDAT
YANTI SETIAWAN (No Peserta: 097)

Yanti Setiawan, atau nama di KTP Malisnaini Sri
Meyyanti, lahir di Palembang pada tanggal 3 Mei 1971.

| Status menikah dengan anak, ybs saat ini menjabat
sebagai Direktur Senior Kebijakan Makroprudensial pada
Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank
Indonesia.

Ybs menamatkan pendidikan dasar dan menengah di
Palembang (SD Sentosa, SMP Negeri
1 di Universitas Jambi dan S-2 Ma
(2012). Seusai menamatkan S-1 pad

MA-Negeri 1 Palembang), pendidikan S-

er Manajemen di Universitas Indonesia
un 1992 dari Universitas Jambi, Fakultas
Ekonomi Manajemen, ybs menjadi Do pada Universitas IBA Palembang dengan
spesialisasi mata kuliah Manajemen Keuangan dan Manajemen Sumber Daya
Manusia (1992 — 1994) . Bersamaan ybsjuga menjadi Dosen Mata Kuliah Remedial
Bahasa Inggris di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.

Pada tahun 1995 ybs bergabung sebagai staff di Bank Indonesia dengan jabatan

Pemeriksa Bank Yunior. DH AR MMA

Dalam perjalaﬂéAquNﬂ ﬂ Eank Indonesia, ybwla&kﬁg'yﬂ\hﬁﬁar berkécimpung
dalam_bidang<pengawasan-dan pemeriksaan bank<1995 s.d 2012), -merangkap
sebagai staff Deputi Gubernur Bl (2010-2015). Ybs juga banyak berkontribusi dalam
bidang perumusan peraturan, pedoman, standard operating procedures serta
quality assurance untuk peningkatan kualitas pengawasan bank.

Pada saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan beroperasi, ybs diberikan
kepercayaan sebagai koordinator lapangan untuk Task Force Persiapan
Pengalihan Pengawasan Bank dari Bank Indonesia ke OJK (2012-2013).

Ybs terlibat aktif dalam membangun, mengembangkan dan menyusun kerangka
pengawasan bank berbasis risiko (Risk Based Supervision/RBS) termasuk aturan-
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aturan pelaksanaan dan sistem kuantitatif yang menjadi cikal bakal reformasi sistem
pengawasan bank pasca krisis 1997/1998 hingga sistem RBS itu diterapkan secara
penuh di Bank Indonesia sejak 2010 dan masih digunakan hingga saat ini di OJK.

Ybs juga terlibat dalam penyusunan Standard Nasional Open Application Program
Interface atau yang dikenal dengan SNAP (2019-2021) yang merupakan suatu
aplikasi untuk menghubungkan sistem pembayaran di Indonesia sebagai bagian
dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia.

Dalam kaitan Bank Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, ybs juga
menjadi pembicara pada seminar/konferensi internasional seperti di SEACEN,
Indonesia Fintech Summit dll. Dalam jabatannya, ybs menjadi anggota dari Basel
Committe on Banking Supervision (BCBS) — Risk and Vulnerability Group, Financial
Stability Board (FSB) — Resolution Steering Group, Faculty Member of Bank
Indonesia Institute dan beberapa fora lainnya.



